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Lingkup Kegiatan : PENILIKAN KE-2 

Sasaran/Auditee : IUPHHK-HT PT TANJUNG REDEB HUTANI 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN 

Masa Berlaku 27 September 2012 – 26 September 2016 

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 

d. Telepon 

Email 

: 0541 – 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir. Kurnia 

f. Standar Audit yang 
Digunakan 

: a. PermenLHK No. P.95/Menhut-II/2014 dan turunannya 

b. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-
BPPHH/2015 

g. Tim Audit :  

 1. Ir. Indra Komara (Lead Auditor merangkap Auditor Produksi) 
2. Ir. Marthen Edy (Auditor bid. Ekologi) 
3. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor bid. Sosial) 
4. Ir. Harijadi (Auditor Prasyarat dan VLK Hutan) 
5. DR. Ir. Taufan Tirkaamiana (Auditor Magang bid. Ekologi) 

h. Tim Pengambil Keputusan :  

 1. Ir. Kurnia 
2. Ir. Rudy Setyawan 
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2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Pemegang Izin : PT TANJUNG REDEB HUTANI 

b. Nomor dan Tanggal SK 
IUPHHK-HT 

: No. 641/Kpts-II/1996 Tanggal  08 Oktober 1996 

Addendum No. 329/Menhut-II/2011 Tanggal 22 Juni 2011 

c. Luas dan Lokasi : 187.920 Hektar 

   Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 

d. Alamat Kantor : Jl. HAR. M. Ayoeb RT XIII Gunung Tabur -  Berau  

e. Nomor Telp/Faks/Email : -/-/pt.tanjungredebhutani@gmail.com  

f. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Mutanto Juwono 

- Direktur Utama     : Sugiono 
- Direktur Pengembangan : Ir. H. Nanang Suherman 

- Direktur SDM & Umum : Drs. Priyadi Sutadji 

- Direktur Keuangan : Harjono Siswanto 
- Direktur Produksi  : Taufik Waligar 

g. Manajemen Representative : Khairul Nazaruddin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:-/-/pt.tanjungredebhutani@gmail.com


TPK-061  

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

Rev.H| 01.04.2015   Hal 3 dari 62 

 

 

3. RINGKASAN TAHAPAN 

Tahapan Lokasi dan Waktu Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis Awal 
dengan Instansi 
Kehutanan 

Samarinda,  

16 Mei 2016 

a. Koordinasi teknis awal dengan Bpk. 
Teguh Handoko Jabatan Kepala Kasubag 
TU, BPHP Wilayah XI Samarinda, dibuat 
BAP Pertemuan. 

b. Koordinasi teknis awal dengan Bpk. Hudi 
Wardoyo Jabatan Kepala Bidang Hutan 
Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur, dibuat BAP 
Pertemuan. 

Pertemuan Pembukaan Camp Suaran, 
PT. TRH 

17 Mei 2016 

Menyampaikan Menyampaikan dan 
memberikan penjelasan singkat terkait hal-
hal sebagai berikut : 
a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, 

tahap dan kegiatan audit lapangan 
beserta metodologinya, standar acuan 
yang digunakan dan susunan tim audit.  

b. Menyampaikan aturan sertifikasi PHPL 
termasuk ketentuan tentang kerahasiaan 
dan ketidakberpihakan. 

c. Meminta surat kuasa dan/atau surat 
tugas Manajemen Representatif.  

d. Menandatangani BA Pertemuan 
Pembukaaan  

Verifikasi Dokumen dan 
Observasi Lapangan 

Observasi lapangan 
di TRH & wilayah 
sekitarnya, 

18 – 21 Mei 2016 

a. Mengumpulkan, mempelajari dan 
menganalisa dokumen/data/laporan 
kinerja pengelolaan hutan 

b.  Melakukan pengamatan, pencatatan, uji 
petik, wawancara dan penelusuran. 

c.  Analisis menggunakan norma penilaian 
sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 
1.2. dan 2.1. Perdirjen BUK Nomor 
P.14/VI-BPPHH/2014  

Pertemuan Penutupan Gunung Tabur,  

PT. TRH 

22 Mei  2016 

a. Penyampaian kesimpulan, LKS dan 
observasi berdasarkan hasil audit 
lapangan. 

b. Mengkonfirmasi persetujuan LKS dan 
waktu pemenuhannya kepada unit 
manajemen. 

c. Mendatangani BA Pertemuan Penutupan.  
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Koordinasi Teknis Akhir 
dengan Instansi 
Kehutanan 

Samarinda,  

23 Mei 2016 

 

a. Koordinasi teknis akhir dengan Bpk. 
Mohammad Zein Jabatan Kepala Seksi 
PEHP BPHP Wilayah XI Samarinda 
Kalimantan Timur, dibuat BAP 
Pertemuan. 

b. Koordinasi teknis akhir dengan Bpk. 
Hudi Wardoyo Jabatan Kepala Bidang 
Hutan Tanaman Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur, dibuat BAP 
Pertemuan  

Pegambilan Keputusan Samarinda, 

8 – 9 Juni 2016 

a. IUPHHK-HT PT. Tanjung Redeb Hutani 
dinilai LULUS Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari (PHPL) berdasarkan 
Penilikan Ke-2 dengan Predikat “BAIK” 
dan VLK Hutan MEMENUHI. 

b. S-PHPL PT. Tanjung Redeb Hutani dapat 
DILANJUTKAN/DIPERTAHANKAN 
sesuai masa berlaku dan lingkup 
sertifikasinya. 
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4. RESUME HASIL PENILAIAN : 

A. KRITERIA PRASYARAT 

Indikator 1.1. :  Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI 

 

Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

1.1.1.  

Ketersediaan dokumen 
legal dan administrasi 
tata batas (PP, SK 
IUPHHK-HA/RE/HT/, 
Pedoman TBT, Buku TBT, 
Peta TBT, BATB) 
 

 
 

CD 

 
 

Baik 

Selama 1 (satu) terakhir tidak ada perubahan 
dokumen legal yaitu SK.IUPHHK-HTI PT. 

TRH No.329/Menhut-II/20111 tanggal 22 Juni 

2011 tentang Perubahan SK. 641/KPTS-

II/1996 tanggal 8 Oktober 1996, namun 

terdapat perubahan akte perusahaan sesuai 

dengan dokumen akte No. 14 tanggal 11 Juni 
2015 oleh notaris Drs. Soebiantoro, S.H. 

 

Sedang dokumen tata batas (seperti Pedoman 
TBT, Buku TBT, Peta TBT dan BATB) tidak ada 

perubahan atau penambahan, sehingga 

ketersediaan dokumen administrasi tata batas 
PT. TRH masih mengacu pada peniliaian 

kinerja sebelumnya yaitu tingkat realisasi 

pelaksanaan tata batas pada 4 (empat) wilayah 

kerja sebagai berikut : 

1. Suaran dengan panjang batas 304.014,46 

Mtr (100 %); 
2. Sambatara dengan panjang batas 

116.255,38 Mtr (100 %); 

3. Birang dengan panjang batas 252.821,09 
Mtr (100 %); 

4. Tabalar dengan panjang batas 13.900,00 

Mtr (30,92 %).  
 

1.1.2.  

Realisasi tata batas dan 
legitimasinya (BATB) 
 
 
 

 
 
 

D 

 
 
 

Sedang 

Terdapat bukti dokumen surat-menyurat 
dengan BPKH Wilayah IV Samarinda dan 
Direjen PHPL berkaitan dengan upaya 
auditee (PT. TRH) untuk  merealisasikan tata 
batas temu gelang  di Blok III (wilayah 
Tabalar) yang belum di tata batas sepanjang 
31.050 meter yang berbatasan dengan APL 
(Areal Penggunaan Lain), namun sampai 
dengan penilikan ke 2 dilakukan batas 
tersebut belum ter-realisasi.  
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Permasalahan tentang batas areal Blok III 
yang belum di tata atau belum ter-realisasi 
disebabkan beberapa hal yaitu : 
1. Terdapat tumpang tindih batas areal di 

Blok III dengan HGU PT. Tanjung Buyu 
Perkasa  Plantation sesuai dengan 
sertifikat HGU No.4-HGU-BPN RI-2009 
tanggal 12 Januari 2009 yang disampaikan 
oleh Dirjen PHPL lewat surat No. 
S.226/PHPL/KPHT/3/2016 tanggal 28 
Maret 2016 kepada Direktur Utama PT. 
TRH dan sertifikat HGU tersebut  telah 
memperoleh Persetujuan Prinsip melalui 
Kepmenhut No.540/Menhut-VII/1996, 
sehingga akan dilakukan perbaikan Peta 
Areal Kerja di Blok III B sesuai dengan 
usulan yang disampaikan oleh Direktur 
Utama PT. TRH (surat Nomor : 005/I/02-
2016 tanggal 15 Februari 2016) setelah 
penataan batas temu gelang di Blok III 
sudah ditetapkan; 

2. Sesuai dengan notulen rapat dengan 
BPKH wilayah IV Samarinda tanggal 2 
Mei 2016 diketahui bahwa berdasarkan 
SK.718/Menhu-II/2014 tentang Kawasan 
Hutan dan Perairan Prov. Kalimantan 
Timur yang mengakibatkan tanaman HTI 
PT. TRH di Blok III b sebagian berada 
diluar kawasan HP atau tepatnya di APL, 
sehingga perlu upaya melakukan 
penyelesaian dengan Pemerintahan 
Kabupaten Berau oleh Panitia Tata Batas 
dari Kabupaten Berau yang melaksanakan 
penataan batas fungsi kawasan hutan di 
wilayahnya yang di koordinir oleh BPKH 
Wilayah IV Samarinda; 

3. Sesuai dengan surat BPKH wilayah IV 
Samarinda Nomor : S.71/BPKH-IV-
2/2016 tangal 9 Februari 2016 kepada 
Direktur Utama PT. TRH diketahui bahwa 
Tata Batas Temu gelang Blok III A 
(Tabalar) yang merupakan batas luar 
kawasan hutan masih dalam proses 



TPK-061  

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

Rev.H| 01.04.2015   Hal 7 dari 62 

 

persiapan tata batas dengan anggaran 
DIPA BPKH Wilayah IV tahun 2016.  
 

 

1.1.3.  
Pengakuan para pihak 
atas eksistensi areal 
IUPHHK kawasan hutan 

 
 

CD 

 
 

Sedang 

Selama 1 (satu) tahun terakhir masih terjadi 
konflik batas atau lahan di areal kerja PT. TRH 
sebagai berikut : 
1. Konflik batas areal atau tumpang tindih di 

Blok III (Wilayah areal  seperti Tabalar) 
dengan areal HGU Perkebunan Kelapa 
Sawit PT. Tanjung Buyu Perkasa 
Plantation dan HPL Transmigrasi yang 
masih dalam upaya penyelesaian dengan 
pihak Pemeritahan Daerah (Kabupaten 
Berau) lewat Panitia Tata Batas yang di 
koordinir oleh BPKH Wilayah IV 
Samarinda. 

2. Konflik lahan sesuai dengan data 
identifikasi konflik lahan tahun 2015/2016 
di 4 (empat) wilayah yaitu Tabalar, Suaran, 
Birang dan Sambarata; data tersebut 
menjabarkan bentuk konflik, lokasi petak, 
luas lahan, pelaku/aktor, progres 
penyelesaian, dan permasalahan yang 
belum selesai.  
Namun terhadap progres penyelesaian 
konflik tidak dilengkapi dokumen Berita 
Acara Penyelesaian atau Kronologis 
Konflik yang terjadi sampai dapat 
diselesaikan oleh PT. TRH. 
 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik 
batas dan lahan yang terjadi di areal kerja PT. 
TRH seperti diatas sudah dilakukan upaya 
untuk menyelesaikan secara terus menerus, 
tapi upaya tersebut belum bisa 
menyimpulkan telah terjadi penurunan 
tingkat konflik dari waktu ke waktu, karena 
PT. TRH tidak membuat dokumen rencana 
berdasarkan identifikasi konflik dan upaya 
penyelesaian sebagai data monitoring konflik 
batas dan lahan setiap tahun. 
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1.1.4.  
Tindakan pemegang izin 
dalam hal terdapat 
perubahan fungsi 
kawasan. 
 
(Apabila tidak ada 
perubahan fungsi maka 
verifier ini menjadi Not 
Aplicable). 

 
 

CD 

 
 

Baik 

Selama 1 (satu) tahun terakhir tidak ada 
perubahan fungsi kawasan yang disebabkan 
peraturan baru tentang Perubahan Kawasan 
Hutan dan Perairan di  Provinsi Kalimantan 
Timur, sehingga pada penilikan ke 2 tetap 
mengacu pada ketentuan No. 
SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 
2013 tentang Perubahan Kawasan Hutan dan 
Perairan di Provinsi Kalimantan Timur, 
sehingga pada waktu dilakukan penilikan ke 
1 manajemen PT. TRH sudah melakukan 
revisi RKUPHHK-HT periode 2009 s/d 2018 
dan telah disetujui sesuai dengan SK Menteri 
Kehutanan Nomor : SK.34/VI-BUHT/2014 
tanggal 2 Juli 2014. 

 

1.1.5  
Penggunaan kawasan di 
luar sektor kehutanan. 
(Apabila tidak ada 
penggunaan kawasan di 
luar sektor Kehutanan 
maka verifier ini menjadi 
Not Aplicable). 
 

 
 

CD 

 
 

Sedang 

Selama periode penilikan ke 2 terdapat 
dokumen yang dibuat oleh manajemen PT. 
TRH berkaitan dengan penggunaan kawasan 
diluar sektor kehutanan sebagai berikut : 
1. Terdapat surat No.030/IV/05-2016 

tanggal 12 Mei 2016 tentang Laporan 
Penggunaan Kawasan Hutan di Areal 
Kerja PT.TRH  kepada Dirjen PHPL Cq. 
Direktur Usaha Hutan Produksi 
Kementerian LHK; terlampir data dari 7 
perusahaan tambang batu bara yang 
memperoleh izin pinjam pakai di dalam 
areal kerja PT. TRH; 

2. Terdapat laporan ke kepolisian setempat 
terkait penggunaan lahan oleh masyarakat 
tanpa izin yang berada di dalam areal kerja 
PT. TRH  sesuai dengan data identifikasi 
konflik lahan tahun 2015/2016 di 4 
wilayah yaitu Tabalar, Suaran, Birang dan 
Sambarata sebagai tindakan persuasif; 

Sesuai dengan keberadaan dokumen diatas 
maka diketahui bahwa upaya penyelesaian 
terhadap penggunaan kawasan hutan di luar 
sektor kehutanan tidak secara keseluruhan 
karena hanya sebagian yaitu untuk 
perusahaan pemegang IPPKH dan  beberapa  
penggunaan kawasan hutan di luar sektor 
kehutanan tanpa izin yang akan berkebun 
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(bagaimana dengan kebun-kebun karet atau 
sawit yang sudah besar atau menghasilkan), 
terutama kebun-kebun yang berada di kiri-
kanan poros jalan yang melewati areal kerja 
IUPHHK-HTI PT. TRH.  

Kesimpulan  Indikator 
1.1. 

77.77 % SEDANG  
 

 

Indikator  1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI  

Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

1.2.1 
Keberadaan dokumen 
visi, misi dan tujuan 
perusahaan yang sesuai 
dengan PHL. 
 

 
CD 

 
Baik 

Keberadaan dokumen Visi dan Misi PT. TRH 
tersedia dan pada penilikan ke 2 tidak ada 
perubahan sehingga visi, misi  yang ditetapkan 
oleh PT. TRH masih sesuai dengan kerangka 
PHPL 

1.2.2 
Sosialisasi visi, misi dan 
tujuan perusahaan  
 

 
CD 

 
Baik 

Sosialisasi Visi, Misi dan tujuan PT.TRH 
sebagai perusahaan yang membangun hutan 
tanaman industri telah dilakukan dari tingkat 
level pemegang izin dan masyarakat yang 
dilakukan bersamaan dengan sosialisasi Blok 
RKTUPHHK-HTI tahun 2016 sesuai dengan 
bukti pelaksanaan berupa Berita Acara 
Sosialisasi. 
 

1.2.3 
Kesesuaian  visi, misi 
dengan implementasi 
PHPL 
 

 
D 

 
Sedang 

Sesuai dengan verifikasi dokumen yang terkait 
dengan aspek prayasrat, produksi, ekologi dan 
sosial pada tahun 2015/2016 diketahui bahwa 
implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai 
dengan Visi dan Misi PT. TRH. 
 

Kesimpulan Indikator 
1.2 

86,67 % BAIK  
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Indikator  1.3 :  Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada 

                            Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi 

                            Penelitian Pendidikan dan Latihan 

 
Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

1.3.1 
Keberadaan tenaga 
profesional bidang 
kehutanan (sarjana 
kehutanan dan tenaga 
teknis menengah 
kehutanan) di lapangan 
pada setiap bidang 
kegiatan pengelolaan 
hutan sesuai ketentuan 
yang berlaku  

 
CD 

 
Sedang 

Berdasarkan Perdirjen P.16/PHPL-
IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban 
Pengelolaan Hutan dan Pemegang IUPHHK 
Untuk Memiliki Tenaga Teknis (Ganis) 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), 
maka diketahui jumlah Ganis PHPL yang 
harus dimiliki oleh IUPHHK-HTI PT. TRH 
seluas ± 187.920 Ha yaitu 27 orang Ganis 
PHPL yang meliputi : 
1. Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan :  

1 orang 
2. Ganis PHPL Perencanaan Hutan  :  

6 orang 
3. Ganis PHPL Pemanenan Hutan :  

4 orang 
4. Ganis PHPL Pembinaan Hutan :  

8 orang 
5. Ganis PHPLPenguji Kayu Bulat Rimba :  

8 orang 
Sesuai dengan data Ganis PHPL yang 
dimiliki oleh PT. TRH tahun 2015/2016 
yang berjumlah 17 orang Ganis PHPL yang 
meliputi : 
1.  Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan 

:  
1 orang 

2. Ganis PHPL Perencanaan Hutan                : 
3 orang 

3. Ganis PHPL Pemanenan Hutan                   :  
2 orang 

4. Ganis PHPL Pembinaan Hutan                    :  
3 orang 

5. Ganis PHPLPenguji Kayu Bulat Rimba       
: 8 orang 

Sehingga keberadaan Ganis PHPL yang 
dimiliki oleh PT. TRH di lapangan tersedia 
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di setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan 
tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan 
yang berlaku 

 

1.3.2 
Peningkatan kompetensi 
SDM  

 
D 

 
Baik 

Berdasarkan laporan realisasi pendidikan 
dan latihan tahun 2015/2016 yang dibuat 
oleh bagian HRD PT. TRH maka diketahui 
bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir PT< 
TRH telah melaksanakan pendidikan dan 
latihan (Diklat) untuk peningkatan 
kompetensi SDM sebesar 77 % dari rencana 
sesuai kebutuhan. 
 

1.3.3 
Ketersediaan dokumen 
ketenaga- kerjaan. 

 
D 

 
Baik 

Sesuai dengan verifikasi dokumen yang 
dimiliki bagian HRD PT. TRH di kantor 
Head Office (HO) Suaran diketahui bahwa 
ketersediaan dokumen tenaga kerja lengkap 
 

Kesimpulan Indikator 
1.3 

100 % BAIK  

 

Indikator  1.4 :  Kelengkapan Unit Kerja Perusahaan Dalam Kerangka PHPL 

 
Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

1.4.1 
Kelengkapan Unit Kerja 
Perusahaan Dalam 
Kerangka PHPL  

 
D 

 
Sedang 

Berdasarkan verifikasi dokumen PT. TRH 
terkait kelengkapan unit kerja, maka 
diketahui bahwa manajemen PT. TRH telah 
merubah Struktur Organisasi sesuai dengan 
SK. Direktur Produksi No. 02/TRH-
II/08.2015 tanggal 1 Agustus 2015 namun 
perubahan Struktur Organisasi tersebut 
tidak disertai perubahan atau penambahan 
Job Description dari beberapa jabatan baru. 
Sehingga keberadaan Struktur Organisasi 
dan Job Description sebagai kelengkapan 
unit kerja PT. TRH hanya sebagian yang 
sesuai dengan kerangka PHPL. 

 

1.4.2 
Keberadaan perangkat 
Sistem Informasi 
Manajemen dan tenaga 
pelaksana. 

 
CD 

 
Baik 

PT. TRH telah memiliki perangkat SIM yang 
memadai dan sangat menunjang untuk 
operasional di masing wilayah kerja 
(Tabalar, Suaran, Sambarata dan Birang) 
serta tersedia tenaga pelaksana yang telah 
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ditetapkan berdasarkan SPT dari General 
Manager dengan jabatan  V-Team Head 
Office Suaran yaitu Ir. Kasim. 
 

1.4.3 
Keberadaan SPI/internal 
auditor dan 
efektifitasnya. 

 
D 

 
Sedang 

Sesuai dengan verifikasi dokumen berupa 
laporan kinerja SPI PT. TRH tahun 2015/2016 
maka diketahui bahwa tim SPI PT. TRH 
belum berjalan dengan efektif untuk 
mengontrol seluruh tahapan kegiatan di 
lapangan 
 

 
1.4.4 
Adanya tindakan 
pencegahan dan 
perbaikan manajemen 
berdasarkan hasil 
monitoring dan evaluasi. 
 

 
CD 

 
Baik 

Sesuai dengan verifikasi dokumen rapat 
mingguan dan bulanan tahun 2015/2016 
maka diketahui bahwa manajemen PT. TRH 
dalam melaksankan kegiatan di lapangan 
telah melakukan tindakan pencegahan dan 
perbaikan yang konsisten berdasarkan hasil 
monitoring dan evaluasi,yang tertuang 
dalam notulen rapat mingguan dan bulanan 
yang dihadiri oleh penanggung jawab dari 
semua wilayah (Tabalar, Suarat, Birang dan 
Sambarata). 
 

Kesimpulan Indikator 
1.4 

77,77 % SEDANG  

 

Indikator  1.5 :Persetujuan Rencana Penebangan Melalui Peningkatan Pemahaman, 

Keterlibatan, Pencatatan Proses dan Diseminasi isi                           

Kandungannya. 

 

Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

1.5.1 
Persetujuan rencana 
penebangan melalui 
peningkatan 
pemahaman, 
keterlibatan, pencatatan 
proses dan diseminasi isi 
kandungannya. 

 
CD 

 
Baik 

Terdapat Berita Acara Sosialisasi   Rencana 
Tebang RKT 2016 dengan mengundang 
masyarakat setempat dari 4 (empat) wilayah 
yaitu  

 Wilayah Sambarata mengundang 
masyarakat Dayak Punan KM 21 atau 
masyarakat RT 16 Kampung Tasuk 
kampung Tasuk; 

 Wilayah Birang mengundang Dayak Punan 
KM 16 atau Kampung Merancang Ulu; 

 Wilayah Tabalar mengundang masyarakat 
Tabalar; 
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 Wilayah Suaran mengundang masyarakat 
kampung Suaran; 

Acara sosialisasi tersebut merupakan 
pertemuan untuk memulai kegiatan RKT 2016 
oleh PT. TRH dengan tujuan menyampaikan 
lokasi blok RKT 2016 yang akan dikerjakan oleh 
perusahaan sebagai informasi awal yang 
memadai dan   kemungkinan akan 
mempengaruhi kepentingan hak hak 
masyarakat setempat.. 

 

1.5.2 
Persetujuan dalam  
proses tata batas 

 
D 

 
Baik 

Sesuai  verifikasi dokumen tata batas areal kerja 
PT. TRH yang sudah di tata batas  (verifier 1.12.) 
maka diketahui bahwa terdapat persetujuan 
dalam proses tata batas dari para pihak yang 
meliputi : 
1. Pihak Pemerintahan Daerah (Provinsi dan 

Kabupaten); 
2. Pihak Kementerian Kehutanan (Dirjen 

Planologi Kehutanan, Dinas Kehutanan 
Provinsi dan BPKH wilayah IV Samarinda); 

3. Pihak Pemerintahan Kecamatan dan Desa 
setempat; 

4. Pihak pihak pemegang izin usaha yang 
batas arealnya bersekutuan / berdekatan.  

Selain selama 1 (satu) tahun terahir manajemen 
PT. TRH  telah melakukan kegiatan pembuatan 
batas partisipatif dengan 2 kampung yang 
berbatasan dengan batas luar areal kerja PT. 
TRH yaitu dengan masyarakat RT 06 Kampung 
Sembakungan (wilayah Birang) dan Kampung 
Bebanir Bangun (wilayah Suaran). dan kegiatan 
tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara 
yang masing-masing dilampirkan daftar hadir, 
peta batas dan foto dokumentasi saat 
pertemuan sosialisasi kegiatan pemetaan batas. 

 

1.5.3 
Persetujuan dalam 
proses dan pelaksanaan 
CSR/CD 
 

 
D 

 
Baik 

Berdasarkan verifikasi dokumen yang terkait 
penyusunan dan laporan realisasi PMDH tahun 
2015 maka diketahui PT.TRH mempunyai 
mekanisme pesetujuan dalam proses dan 
pelaksanaan CSR/CD dari para Pihak 
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1.5.4 
Persetujuan dalam 
proses penetapan 
kawasan lindung   

 
CD 

 
Baik 

Manajemen PT. TRH telah melakukan 
sosialisasi penetapan kawasan lindung kepada 
masyarakat setempat sesuai dengan revisi 
RKUPHHK-HTI PT. TRH tahun 2014 dan telah 
ditetapkan lewat SK. Direktur Utama PT. TRH 
sebagai persetujuan dalam proses penetapan 
kawasan lindung dari para pihak  

Kesimpulan Indikator 
1.5 

100 % BAIK  
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B. KRITERIA PRODUKSI 

Indikator 2.1.  :  Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari  

Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.1.1 Keberadaan 
dokumen rencana 
jangka panjang 
(management plan) 
yang telah 
disetujui oleh 
pejabat 
berwenang 

2.1.2  

D Baik PT. Tanjung Redeb Hutani memiliki rencana 
jangka panjang berupa RKUPHHK-HT untuk 
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2009-
2018. 

2.1.2  Kesesuaian 
Implementasi 
penataan areal 
kerja di lapangan 
dengan rencana 
jangka panjang 

D Baik Blok RKT tahun 2015 dan 2016 untuk wilayah 
Suaran, Birang dan Sambarata sudah sesuai 
dengan Revisi RKUPHHK-HT tahun 2009-2018. 
Blok RKT tahun 2015 dan 2016 untuk wilayah 
Tabalar sudah sesuai dengan Revisi RKUPHHK-
HT tahun 2009-2018, namun ada penambahan areal 
alokasi 2017 dan 2018. 
Dalam pengaturan blok tebangan dalam RKU di 
Hutan Tanaman diperbolehkan penambahan areal 
selama untuk peningkatan produktivitas dan 
jangka benah. 
 

2.1.3  Pemeliharaan batas 
blok dan petak / 
compartemen kerja 

CD Sedang Berdasarkan observasi lapangan ditemukan plang 
batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2015 dan 2016 
pada seluruh wilayah. 
Tanda batas petak berupa patok batas petak dan 
plang batas antar 2 petak belum seluruhnya 
terpasang (di wilayah Sambarata masih plang 
sementara). 

Kesimpulan Indikator 
2.1 

 14/15 93% (BAIK) 
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Indikator 2.2.  :  Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama 

dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem 

Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.2.1  Terdapat Data 
Potensi Tegakan 
per Tipe Ekosistem 
yang ada (Berbasis 
IHMB/ Survei 
potensi, ITSP, 
Risalah Hutan)  

D Baik PT. Tanjung Redeb Hutani telah memiliki Data 
potensi sesuai dengan tipe ekosistemnya 
berdasarkan hasil risalah hutan. Potensi kayu 
untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut: 
- Hutan Tanaman (intensitas 1%) 

Wilayah  Suaran                  :     62,39 m3/ha 
Wilayah Tabalar                  :   116,33 m3/ha 
Wilayah Birang                    :     39,47 m3/ha 
Wilayah Sambarata            :     61,87 m3/ha 
 

- Log Over Area (LOA) (Intensitas 5%) 
Wilayah Birang S. Maning :    32,47 m3/ha 
Wilayah Birang S. Lati        :    29,95 m3/ha 
Wilayah Sambarata S. Sambarata  : 34,06 m3/ha 
Wilayah Sambarara S. Pura        :  32,14 m3/ha 
 

2.2.2  Terdapat Informasi 
tentang Riap 
Tegakan  

CD Baik PT. Tanjung Redeb memiliki data pengukuran riap 
tegakan hasil PSP dan sudah dianalisi, dengan hasil 
sebagai berikut : 
- Tahun  1, nilai MAI adalah    6,49 m3/ha/thn 
- Tahun  2, nilai MAI adalah  17,33 m3/ha/thn 
- Tahun  3, nilai MAI adalah  24,80 m3/ha/thn 
- Tahun  4, nilai MAI adalah  27,83 m3/ha/thn 
- Tahun  5, nilai MAI adalah  30,17 m3/ha/thn 

 

2.2.3  Terdapat 
Perhitungan 
Internal/self JTT 
Berbasis Data 
Potensi dan 
Kondisi 
Kemampuan 
Pertumbuhan 
Tegakan  

CD Sedang Perhitungan JTT sendiri belum dilakukan oleh 
auditee dengan pertimbangan tanaman hasil 
tanam yang sekarang baru memasuki tahun tanam 
ke-4 (pengukuran tahun ke-4), sementara areal 
yang akan ditebang merupakan tanaman lama.  
Sehingga penggunaan nilai MAI sebagai dasar 
perhitungan riap baru dimulai pada 1 tahun 
sebelum penebangan. 
Untuk pemenuhan JTT Tanaman saat ini 
menggunakan inventarisasi hutan (cruising) 
dengan intensitas sampling 1%. 
 

Kesimpulan Indikator 
2.2 

 11/12 92% (BAIK) 
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Indikator 2.3.  :  Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin 

Regenerasi Hutan 

Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.3.1  Ketersediaan SOP 
Seluruh Tahapan 
Kegiatan Sistem 
Silvikultur  

D Baik Selama 1 (satu) tahun terakhir, untuk kriteria 
produksi terdapat SOP baru yaitu SOP Pembuatan 
Plang dan Patok nomor dokumen  01/TRH-P&L-
Doc/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 (merupakan 
pemenuhan rekomendasi tahun lalu) 

2.3.2  Implementasi SOP 
Seluruh Tahapan 
Kegiatan Sistem 
Silvikultur  

D Sedang Implementasi SOP Tahapan Kegiatan Sistem 
Silvilkultur THPB seluruhnya telah dilakukan 
namun terdapat beberapa kegiatan yang belum 
dilaksanakan sesuai dengan tata waktunya seperti 
:  kegiatan PAK, ITSP dan PWH. 
Realisasi kegiatan belum sepenuhnya dapat 
menyelesaikan rencana yang telah ditentukan. 

2.3.3  Tingkat Kecukupan 
Potensi Tegakan 
sebelum Masak 
Tebang 

D Baik Data potensi tegakan sebelum masak tebang pada 
areal LOA (Wilayah Birang dan Sambarata) untuk 
RKTUPHHK-HTI tahun 2016 menunjukkan rata-
rata 32,16 m3/ha. 
 
Berdasarkan analisis pertumbuhan tanaman (riap) 
untuk tanaman tahun ke-5 senilai 30,17 
m3/ha/tahun, diharapkan pada saat umur 6 tahun 
didapatkan volume 181,02 m3/ha (tanaman baru) 

2.3.4  Tingkat Kecukupan 
Potensi Permudaan 

CD Baik Berdasarkan Analisa dan Evaluas Hasil Assesment 
Tanaman Umur 3 & 6 bulan didapatkan rata-rata 
persen tumbuh sebesar 96,70% dan 95,55% 

Sementara berdasarkan hasil Rekaptilasi 
Assesment Tanaman 1 tahun dari sejumlah 58 
Compartement didapatkan persen tumbuh rata-
rata sebesar 96,19%. 

Kesimpulan Indikator 
2.3 

 19/21 90% (BAIK) 

Indikator 2.4.  :  Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Dalam 

Pemanfaatan Hutan 

Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.4.1  Ketersediaan 
Prosedur 
Pemanfaatan / 
Pengelolaan Hutan 
Ramah Lingkungan 

D Baik PT. Tanjung Redeb Hutani memilki SOP terkait 
dengan Pemanfaatan / Pengelolaan hutan ramah 
lingkungan. 
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2.4.2  Penerapan 
Teknologi Ramah 
Lingkungan  

D Baik Sampai dengan penilikan ke-2, PT. Tanjung Redeb 
Hutani memiliki tambahan penerapan teknologi 
ramah lingkungan pada pengelolaan dan 
pemantauan kelola tanah dan air. 

2.4.3  Limbah 
Pemanfaatan Hutan 
Minimal  

CD Baik Dari hasil pengukuran RWA di wilayah Suaran 
pada 20 petak / kompartemen didapatkan nilai 
rata-rata 1,67 m3/ha, sementara di wilayah Tabalar 
pada 35 petak / kompartemen didapatkan nilai 
rata-rata 1,70 m3/ha 

Kesimpulan Indikator 
2.4 

 15/15 100% (BAIK) 

Indikator 2.5.  :  Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / 

Pemanenan / Pemanfaatan Areal Kerjanya 

Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.5.1  Keberadaan Dokumen 
Rencana Kerja Jangka 
Pendek (RKT.RTT) yang 
Disusun Berdasarkan 
Rencana Kerja Jangka 
Panjang (RKU/RKPH) 
dan Disahkan Sesuai 
Peraturan yang Berlaku 
(Dinas Prov, self approval) 

CD Baik Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI sebagai 
berikut : 
- Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2015, 

disahkan oleh Direktur Utama PT. Tanjung 
Redeb Hutani (Self approval) melalui surat 
nomor : 69/SK-I/09-2015 tanggal 28 
September 2015 berserta SK Pengesahan dan 
lampiran peta kerja 

- RKTUPHHK-HTI Tahun 2016, disahkan 
oleh Direktur Utama PT. Tanjung Redeb 
Hutani (Self approval) melalui surat nomor : 
087/SK-I/12-2015 tanggal 28 Desember 2015 
berserta SK Pengesahan dan lampiran peta 
kerja 
 

2.5.2  Kesesuaian Peta Kerja 
dalam Rencana Jangka 
Pendek dengan Rencana 
Jangka Panjang  

D Baik Peta RKT yang disahkan digunakan sebagai 
peta kerja oleh PT. Tanjung Redeb Hutani 
terbagi menjadi 4 lembar peta kerja yakni 
berdasarkan wilayah kerja yaitu Suaran, 
Tabalar, Birang dan Sambarata. 

Berdasarkan perbandingan antara peta 
RKUPHHK-HTI dengan RKTUPHHK-HTI 
tahun 2015 dan 2016) sesuai dengan masing-
masing wilayah kerja (Suaran, Tabalr, Birang 
dan Sambarata) terdapat kesesuaian tata letak 
dan alokasi peruntukan dari masing-masing 
pembagian arealnya.  Selain itu juga terdapat 
kesesuaian warna dan hanya ditemukan 
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Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

sedikit perbedaan warna untuk kawasan 
lindung. 

Sebagai catatan, tidak tercantum nomor lembar 
Peta kerja wilayah baik dalam RKUPHK-HTI 
maupun RKTUPHHK-HTI dan terdapat 
perbedaan skala peta yaitu : 1 : 50.000 (untuk 
wilayah Suaran dan Tabalar) dan skala 1 : 
60.000 (untuk Wilayah Birang dan Sambarata). 
 
 

2.5.3  Implementasi Peta Kerja 
Berupa Penandaan Batas 
Blok Tebangan / Dipanen 
/ Dimanfaatkan / 
Ditanam / Dipelihara 
beserta Areal yang 
Ditetapkan sebagai 
Kawasan Lindung (untuk 
Konservasi/ buffer zone/ 
pelestarian plasma 
nutfah/religi/budaya/sar
ana prasarana dan 
Penelitian dan 
Pengembangan)  

D Baik Hasil uji petik di lapangan terhadap 
implementasi penandaan batas blok tebangan 
beserta areal kawasan lindung dapat dilihat 
pada gambar di verifier 2.1.3. 

Implementasi dilapangan terhadap masing-
masing blok RKTUPHHK-HTI telah 
mengambarkan penandaan batas blok areal 
yang boleh ditebang/dipanen dan ditetapkan 
sebagai kawasan lindung telah dibuat serta 
penandaan batas di lapangan sudah dilakukan 
dan terlihat dengan jelas. 

2.5.4  Kesesuaian Lokasi, Luas, 
Jenis dan Volume Panen 
dengan Dokumen 
Rencana Jangka Pendek 

D Sedang Pencapaian produksi RKTUPHHK tahun 2015  
- Hutan Tanaman (Wilayah Suaran dan 

Tabalar) 

Wilayah 

Hutan Tanaman 

Luas Volume 

(Ha) (M3) 

Suaran 

Rencana      1.121,08         72.870,20  

Realisasi         703,00         27.214,00  

Persen 
(%) 

           
62,71  

               37,35  

Tabalar 

Rencana      4.905,72       368.309,69  

Realisasi      1.983,00       135.754,00  

Persen 
(%) 

40,42                 36,86  

Sumber : Laporan LHP 2015 dan SK Revisi RKT 
2015 
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Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

- Log Over Area / LOA (Wilayah Birang dan 
Sambarata) 

Wilayah 

Log Over Areal LOA) 

Luas Total 

(Ha) (M3) 

Birang 

Rencana     3.696,27     164.760,03  

Realisasi     1.615,37        41.644,39  

Persen (%)           43,70                25,28  

Sambarata 

Rencana     3.881,48     101.375,53  

Realisasi     2.242,96        40.911,62  

Persen (%)           57,79                40,36  

Sumber : Laporan LHP 2015 dan SK Revisi RKT 
2015 
 

Kesimpulan Indikator 2.5  19/21 90% (BAIK) 

Indikator 2.6.  : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Reinvestasi  

yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, 

Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan 

Sumber daya Manusia 

Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.6.1  Kondisi 
Kesehatan 
Finansial  

CD Sedang Kondisi Finansial Perusahaan PT. Tanjung Redeb 
Hutani Tahun 2014 sebagai berikut : 

DISKIRPSI 

Un-
Audited 

Audited 

2015 2014 2013 

Indikator Kinerja Perusahaan     

Likuiditas 12,51% 59,01% 14,79% 

Solvabilitas 118,66% 174,78% 111,88% 

Rentabilitas -0,70% -2,75% -14,64% 

Catatan KAP Wajar Tanpa Pengecualian 

 
Laporan Keuangan Tahun 2014 mengacu kepada 
Laporan Keuangan PT. Tanjung Redeb Hutani Tahun 
2014 dan Laporan Auditor Indenden yang dibuat 
oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Ghonie 
Abubakar Ak. Msi, CPA, CA, MA tanggal 28 
September 2014. 
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Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Laporan Keuangan Tahun 2015 mengacu kepada 
Laporan Keuangan (Home Statement) untuk tahun 
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014. 

Berdasarkan kondisi finansial didapatkan 2 
parameter bernilai “Baik” dan 2 parameter bernilai 
“Buruk”, sehingga secara proporsional didapatkan 
nilai “Sedang” 

2.6.2  Realisasi Alokasi 
Dana Yang 
Cukup  

CD Sedang Berdasarkan Rencana dan Realisasi Pembangunan 
HTI tahun 2015 PT. Tanjung Redeb Hutani  
didapatkan realisasi alokasi dana untuk tahun 2015 
adalah sebesar 61,85%. 

Biaya Kegiatan Pembangunan HTI tahun 2015 
merupakan biaya yang belum diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik (Un-Audited). 

 

2.6.3  Realisasi 
Pendanaan Yang 
Proporsional  

CD Sedang Untuk tahun 2015 pencapaian tertinggi adalah pada 
kegiatan Pengadaan Bibit Tanaman Kehidupan 
sebesar 48,69% dan pencapaian terendah pada 
kegiatan Penyiapan Lahan Tanaman Pokok sebesar 
22,41%, sehingga terdapat perbedaan sebesar 26,28%.  
Sementara untuk tahun 2014 pencapaian tertinggi 
adalah pada kegiatan Pengadaan Bibit Tanaman 
Unggulan dan Kehidupan sebesar 74,25% dan 
pencapaian terendah pada kegiatan Penanaman 
Tanaman Pokok sebesar 1,21%, sehingga terdapat 
perbedaan sebesar 73,05%. 

 

Apabila dirata-ratakan alokasi dana untuk seluruh 
bidang kegiatan perencanaan dan pembinaan hutan 
kurang proporsional sebesar 49,66% (perbedaan lebih 
dari > 20-50%) 

 

2.6.4  Realisasi 
Pendanaan Yang 
Lancar 

CD Sedang Terkait dengan gaji karyawan yang menjadi prioritas 
pemenuhan dari auditee dan sampai dengan 
penilikan tidak ada permasalahan dengan gaji 
karyawan (tepat waktu).   

Namun untuk beberapa kegiatan seperti : 
pemanenan, penyiapan lahan pembuatan tanaman, 
dan pemeliharaan pada saat ini belum menunjukkan 
hasil yang maksimal, sebagian masih tertunda.  Hal 
ini dapat dilihat dari persentase biaya yang 
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Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

dikeluarkan sebagaimana data pada tabel dalam 
verifier 2.6.3 diatas yang secara keseluruhan masih di 
bawah 100%, namun untuk kewajiban kepada 
lingkungan & sosial serta pengendalian kebakaran 
dan pengamanan hutan tercapai lebih dari 100%. 
 

2.6.5  Modal yang 
Ditanamkan 
(kembali) Ke 
Hutan 

D Sedang Luas areal lahan produktif  PT. TRH berupa tanaman 
pokok, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan 
adalah 105.187,66 Ha, telah ditanami menjadi areal 
efektif tanam seluas 69.954,04 Ha atau 66,50%. 

Berdasarkan areal yang dapat dikelola saat ini 
didapatkan areal yang layak tanam (efektif produktif) 
seluas 85.803,12 Ha, sehingga didapatkan pencapaian 
areal yang ditanami sebesar 81,53%. 

 

 

2.6.6  Realisasi Kegiatan 
Fisik 
Penanaman/ 
Pembinaan 
Hutan 

CD Sedang Realisasi Penanaman Tanaman Pokok tahun 2015 
adalah sebagai berikut : 

No. Wilayah 
Tahun 2015 (Ha) 

Rencana Realisasi Persen 

1. Suaran 1.368,00  703,70  51,44  

2. Tabalar 2.052,00  1.905,45  92,86  

3. Birang 5.220,00  -    -    

4. Sambarata -    -    -    

Total 8.640,00  2.609,15  30,20  

 
Apabila rencana dan realisasi diperhitungkan pada 
wilayah yang terdapat kegiatan penanaman, maka 
didapatkan ketercapaian realisasi penanaman 
sebesar 76,29% dengan realisasi sebesar 2.609 ha dari 
rencana  seluas 3.420 Ha. 

 

Kesimpulan Indikator 
2.6 

 14/21 67% (SEDANG) 
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C. KRITERIA EKOLOGI 

Indikator 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap 
                          Tipe Hutan 
 

Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

3.1.1.  

Luasan Kawasan 
dilindungi 

CD Baik 

 

Selama periode setahun terakhir, setelah audit 
penilikan ke-1 tahun lalu (2015) sampai 
dilakukannya audit penilikan ke-2 saat ini (tahun 
2016), tidak terdapat perubahan dokumen terkait 
kawasan yang dilindungi. 

Luas kawasan lindung (KL) masing-masing telah 
dirinci dalam dokumen AMDAL Terpadu (1996), 
Delmik (2006), RKU (2009), dan revisi RKUPHHK-
HT tahun 2014, serta untuk operasional lapangan 
ditunjang dengan surat Keputusan Direktur Utama 
PT Tanjung Redeb Hutani, No: 051/SK-I/04/2015 
tanggal 27 April 2015. 

3.1.2.  

Penataan kawasan 
dilindungi (persentase 
yang telah ditandai, 
tanda batas dikenali) 

CD Baik 

 

Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 
seluas 92,90%% dari yang seharusnya 

3.1.3.  

Kondisi penutupan 
kawasan dilindungi 

D Baik 

 

Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 
luas 50,128.82 ha (95.29%) dari total luas kawasan 
lindung 52,604.00 ha. 

3.1.4.  

Pengakuan para pihak 
terhadap kawasan 
dilindungi 

CD Baik 

 

Pengakuan akan keberadaan KL di areal PT. TRH 
sudah mendapat pengakuan dari sebagian besar 
(>50%) para pihak.  

Selama periode setahun terakhir, setelah audit 
penilikan ke-1 tahun lalu (2015) sampai 
dilakukannya audit penilikan ke-2 saat ini (tahun 
2016), terdapat tambahan bukti kegiatan/dokumen 
terkait sosialisasi/pengakuan para pihak terhadap 
KL di areal PT. TRH 

3.1.5. 

Laporan pengelolaan 
kawasan lindung hasil 
tata ruang areal/ land 
scaping sesuai 
RKL/RPL 

CD Baik 

 

Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan 
ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil 
tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL. 

Selama periode setahun terakhir, setelah audit 
penilikan ke-1 tahun lalu (2015) sampai 
dilakukannya audit penilikan ke-2 saat ini (tahun 
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2016), terdapat tambahan bukti kegiatan/dokumen 
terkait Laporan pengelolaan KL di areal PT. TRH. 

Kesimpulan Indikator 
3.1 

Baik 100%  

 

Indikator 3.2 :  Perlindungan dan pengamanan hutan 

Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

3.2.1. 

Ketersediaan prosedur 
perlindungan yang 
sesuai dengan jenis-
jenis gangguan yang 
ada 

CD Baik  

 

Dalam setahun terakhir, tidak terdapat perubahan 
atau revisi terhadap SOP yang sudah ada dan telah 
tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis 
gangguan yang ada 

3.2.2. 

Sarana prasarana 
perlindungan 
gangguan hutan 

CD Baik 

 

Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana yang 
dimiliki oleh PT. TRH sesuai dengan ketentuan dan 
berfungsi dengan baik 

3.2.3. 

SDM perlindungan 
hutan 

CD Sedang 

 

Total personil perlindungan dan pengamanan 
hutan (personil satpam dan personil dalkarhut) 
yang dimiliki oleh PT. TRH adalah sebanyak 179 
(seratus tujuh puluh sembilan) orang. Dari 
sejumlah personil tersebut, juga melibatkan 
karyawan PT. TRH, terutama dalam pembentukan 
regu Dalkarhut. 

Total personil satpam yang dimiliki oleh PT. TRH 
per tanggal 13 Mei 2016 adalah sebanyak 37 (tiga 
puluh tujuh) orang. 

Dari 37 (tiga puluh tujuh) orang satpam tersebut, 
yang telah bersertifikat satpam berjumlah 8 
(delapan) orang. 

Total personil Dalkarhut yang dimiliki oleh 
PT. TRH per tanggal 13 Mei 2016 adalah sebanyak 
142 (seratus empat puluh dua) orang. 

Dari 142 (seratus empat puluh dua) orang tersebut, 
yang telah bersertifikat Dalkarhut berjumlah 21 
(dua puluh satu) orang, yang meupakan tim inti. 

 



TPK-061  

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

Rev.H| 01.04.2015   Hal 25 dari 62 

 

Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

3.2.4. 

Implementasi 
perlindungan 
gangguan hutan 
(preemptif 
prreventif/represif 

D Baik 

 

Implementasi kegiatan perlidungan hutan yang 
telah dilaksanakan oleh PT. TRH antara lain: 

1. Telah menyediakan sarana prasarana 
perlindungan hutan (khusus untuk sarana 
kebakaran, telah tersedia Peta Sarpras Dalkarhut 
dan Sarpras Kelola Pantau Lingkungan untuk 
masing-masing wilayah) 

2. Telah menyediakan personil perlindungan 
hutan (satpam PH dan atgasdalkarhut) 

3. Telah melakukan kegiatan pengendalian hama 
dan penyakit secara rutin di persemaian 

4. Telah melakukan kegiatan patroli secara rutin 
(terdapat laporan patroli) 

5. Terdapat plang informasi/himbauan/larangan 
terkait perlindungan hutan (ancaman 
kebakaran, illegal logging, perlindungan flora 
dan fauna) 

6. Terdapat sign board batas areal PT. 
TRH/terdapat plang tanda/informasi 
memasuki areal PT. TRH 

7. Membuat rekaman jenis-jenis gangguan hutan 
yang ditemukan di areal ini dan melaporkannya 
kepada instansi terkait (gangguan kejadian 
kebakaran telah dilaporkan ke polisi) 

8. Penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat 
terkait areal kawasan lindung 

Kesimpulan Indikator 
3.2 

Baik 93.33%  
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Indikator 3.3 : Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat 

Pemanfaatan Hutan 

Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

3.3.1.  

Ketersediaan prosedur 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 

CD Baik 

 

PT. TRH mempunyai sejumlah prosedur terkait 
dengan pengelolaan dampak terhadap tanah dan 
air sesuai dengan dampak yang telah dianalisis 
dalam dokumen AMDAL 

3.3.2. 

Sarana pengelolaan 
dan pemantauan 
dampak terhadap 
tanah dan air 

CD Sedang 

 

PT TRH memiliki sarana pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap tanah dan air 
dengan jumlah sarana pengelolaan dan 
pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan 
dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) 
tetapi berfungsi dengan baik (tidak ada alat SPAS 
tetapi ada alat ukur tinggi muka air sungai dan alat 
ukur kecepatan arus). 

3.3.3. 

SDM pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 

CD Sedang 

 

Terdapat struktur organisasi PT. TRH yang 
melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan 
pada masing-masing wilayah, yang masing-masing 
berada dibawah Manager Wilayah. 

Berdasarkan data karyawan per 30 April 2016, PT. 
TRH memiliki total Ganis PHPL sebanyak 21 (dua 
puluh satu) orang, 3 (tiga) orang diantaranya 
merupakan Ganis PHPL Binhut, atas nama bapak 
Edi Surya Dharma, bapak Marzuki, dan bapak Joko 
Sarono. 

3.3.4. 

Rencana dan 
implementasi 
pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan air 
(teknis sipil dan 
vegetatif) 

D Baik 

 

Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan 
dampak terhadap tanah dan air dan 
diimplementasikan 

3.3.5. 

Rencana dan 
implementasi 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 

CD Sedang 

 

Terdapat dokumen perencanaan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya 
sebagian yang diimplementasikan (minimal 50%) 
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3.3.6. 

Dampak terhadap 
tanah dan air 

D Sedang 

 

Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar 
dan penting terhadap tanah dan air. 

Kesimpulan Indikator 
3.3 

Sedang 79.17%  

 

Indikator 3.4 : Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka 

endangered), Jarang (rare), Terancam Punah (threatened) dan Endemik 

Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

3.4.1.  

Ketersediaan prosedur 
identifikasi flora dan 
fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan 
endemik mengacu pada 
perundangan/peraturan 
yang berlaku 

 

 

 

CD Baik 

 

PT TRH telah mempunyai Standard Operational 
Prosedure (SOP) terkait identifikasi flora dan fauna 
yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal kerjanya. 

3.4.2.  

Implementasi kegiatan 
identifikasi 

D Sedang 

 

PT. TRH telah melakukan implementasi 
identifikasi flora dan fauna tetapi belum 
mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang 
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik yang terdapat di areal 
pemegang izin. 

PT. TRH belum membuat Laporan hasil 
identifikasi flora dan fauna sesuai dengan SOP 
Pengelolaan Flora & Fauna Dilindungi nomor 
04/TRH-P&L-Doc/IV/2015 revisi 02 tanggal 24 
April 2015. 

Kesimpulan Indikator 
3.4 

Sedang 77.78%  
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Indikator 3.5 : Pengelolaan Flora untuk : 

1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 

rusak 

2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemialisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja 

penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya.  

Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

3.5.1.  

Ketersediaan prosedur 
Pengelolaan flora yang 
dilindungi mengacu 
pada peraturan 
perundangan yang 
berlaku 

CD Baik 

 

PT. TRH telah memiliki Standard Operational 
Prosedure (SOP) terkait pengelolaan flora dilindungi 
telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal ini. 

3.5.2.  

Implementasi kegiatan 
pengelolaan flora 
sesuai dengan yang 
direncanakan 

D Sedang 

 

PT. TRH telah mengalokasikan sebagian arealnya 
untuk tujuan pengelolaan flora, berupa DTA, KPPN 
dan sempadan sungai dan sebagian telah ditatabatas 
di lapangan (sebagaimana sudah disajikan pada 
verifier 3.1.2). Selain itu, pemegang izin juga 
melakukan pengelolaan flora dilindungi dengan 
kegiatan antara lain: 

1. Pengayaan pohon di sempadan sungai Atap di 
wilayah Sambarata dari jenis pakan satwa 
(rambutan dan durian) 

2. Perlindungan dan pengelolaan habitat alami 
flora dilindungi (penataan batas KL, 
pemasangan papan 
informasi/himbauan/larangan, pengayaan KL, 
dan patroli rutin) 

3. Sosialisasi terkait flora dilindungi, baik secara 
langsung (lisan) maupun tidak langsung (papan 
informasi/himbauan/larangan), sebagian nama 
jenis flora dilindungi telah dituliskan dalam 
papan informasi/plang), serta tidak menebang 
jenis pohon dilindungi seperti Ulin, 
Tengkawang, dan Manggris,  atau flora 
dilindungi lainnya 

4. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung 
sebagaimana disajikan pada verifier 3.1.4 
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5. Telah mendokumentasikan kegiatan pengelolaan 
flora yang dilakukan, baik dalam dokumen 
terpisah, maupun didalam dokumen RKL-RPL 

Kegiatan yang belum dilakukan sesuai dengan 
rencana pengelolaan dalam SOP Pengelolaan Flora 
& Fauna Dilindungi nomor 04/TRH-P&L-
Doc/IV/2015 adalah membuat Peta penyebaran 

flora dilindungi. 

3.5.3.  

Kondisi spesies flora 
dilindungi dan/atau 
jarang, langka dan 
terancam punah dan 
endemik 

CD Sedang 

 

Hasil identifikasi jenis-jenis flora dilindungi saat 
studi AMDAL (1995), dijumpai 25 jenis flora yang 
dilindungi. 

Hasil identifikasi flora tahun 2014 (periode 19 tahun 
kemudian), dijumpai 30 jenis flora yang dilindungi. 

Beberapa jenis flora yang tidak teridentifikasi dalam 
dokumen AMDAL (1995), muncul dalam hasil 
identifikasi dalam tahun 2014. Demikian pula 
sebaliknya, beberapa jenis dilindungi yang 
teridentifikasi dalam dokumen AMDAL (1995), 
tidak ditemukan pada hasil identifikasi flora tahun 
2014. Tidak ditemukannya beberapa jenis flora 
dilindungi pada tahun 2014, tidaklah menunjukkan 
bahwa flora tersebut tidak ada, tetapi adalah 
kemungkinan besar bahwa populasi jenis flora 
dilindungi tersebut telah berkurang, sehingga 
frekuensi pertemuannya menjadi lebih kecil.  

Dengan diterapkannya silvikultur THPB dalam 
pengelolaan HTI, maka flora dilindungi yang 
terdapat di areal efektif/areal produksi akan 
dibersihkan pada saat penyiapan lahan dilakukan. 
Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian jenis-jenis 
flora dilindungi yang ada di areal PT. TRH telah 
atau akan mengalami gangguan. 

Kesimpulan Indikator 
3.5 

Sedang 75.00%  
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Indikator 3.6 : Pengelolaan Fauna untuk : 

1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 

rusak 

2) Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemialisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja 

penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya.  

Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

3.6.1.  

Ketersediaan prosedur 
pengelolaan fauna yang 
dilindungi mengacu 
pada peraturan 
perundangan yang 
berlaku, dan tercakup 
kegiatan perencanaan, 
pelaksana, kegiatan, dan 
pemantauan 

CD Baik 

 

PT. TRH telah memiliki Standard Operational 
Prosedure (SOP) terkait pengelolaan fauna 
dilindungi telah mencakup seluruh jenis yang 
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik yang terdapat di areal ini. 

3.6.2.  

Realisasi pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan 
fauna sesuai dengan 
yang direncanakan 

D Sedang 

 

PT. TRH telah mengalokasikan sebagian 
arealnya untuk tujuan pengelolaan fauna, 
berupa DTA, KPPN, DPSL, koridor satwa, dan 
sempadan sungai dan sebagian telah 
ditatabatas di lapangan (sebagaimana sudah 
disajikan pada verifier 3.1.2). Selain itu, 
pemegang izin juga melakukan pengelolaan 
fauna dilindungi dengan kegiatan antara lain: 

1. Pengayaan pohon di sempadan sungai 
Atap di wilayah Sambarata dari jenis pakan 
satwa (rambutan dan durian) 

2. Perlindungan dan pengelolaan habitat 
alami fauna dilindungi (penataan batas KL, 
pemasangan papan 
informasi/himbauan/larangan, pengayaan 
KL, dan patroli rutin) 

3. Sosialisasi terkait fauna dilindungi, baik 
secara langsung (lisan) maupun tidak 
langsung (papan 
informasi/himbauan/larangan), sebagian 
nama jenis fauna dilindungi telah 
dituliskan dalam papan informasi/plang). 

4. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung 
sebagaimana disajikan pada verifier 3.1.4 
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5. Telah mendokumentasikan kegiatan 
pengelolaan fauna yang dilakukan, baik 
dalam dokumen terpisah, maupun didalam 
dokumen RKL-RPL 

Kegiatan yang belum dilakukan sesuai dengan 
rencana pengelolaan dalam SOP Pengelolaan 
Flora & Fauna Dilindungi nomor 04/TRH-
P&L-Doc/IV/2015 adalah membuat Peta 

penyebaran satwa dilindungi. 

3.6.3.  

Kondisi spesies fauna 
dilindungi dan/atau 
jarang, langka dan 
terancam punah dan 
endemik 

CD Sedang 

 

Hasil identifikasi jenis-jenis fauna dilindungi 
saat studi AMDAL (1995), dijumpai fauna 
dilindungi terdiri dari mamalia 14, burung 26 
jenis, dan reptil tidak ada informasi. 

Hasil identifikasi fauna tahun 2014 (periode 19 
tahun kemudian), dijumpai fauna dilindungi 
terdiri dari mamalia 10 jenis, burung 12 jenis, 
dan reptil 3 jenis. 

Secara umum, jumlah jenis fauna dilindungi 
yang teridentifikasi pada tahun 2014 lebih 
sedikit dibanding tahun 1995. Beberapa jenis 
fauna yang tidak teridentifikasi dalam 
dokumen AMDAL (1995), muncul dalam hasil 
identifikasi dalam tahun 2014. Demikian pula 
sebaliknya, beberapa jenis fauna dilindungi 
yang teridentifikasi dalam dokumen AMDAL 
(1995), tidak ditemukan pada hasil identifikasi 
fauna dilindungi tahun 2014. Tidak 
ditemukannya beberapa jenis fauna dilindungi 
pada tahun 2014, tidaklah menunjukkan 
bahwa jenis fauna tersebut tidak ada, tetapi 
adalah sangat mungkin bahwa populasi jenis 
fauna tersebut telah berkurang, sehingga 
frekuensi pertemuannya menjadi lebih kecil. 
Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian 
jenis-jenis fauna dilindungi di areal PT. TRH 
sudah berkurang dan mengalami gangguan. 

Selain itu, di areal PT. TRH berdasarkan hasil 
identifikasi fauna, ditemukan antara lain jenis 
Bekantan (Nasalis larvatus) dan Owa (Hylobates 
muelleri). Jenis ini kurang dapat beradaptasi 
dengan ekosistem buatan seperti HTI dan 
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membutuhkan ekosistem hutan alam dengan 
keanekaragaman tegakan pohon yang tinggi 
dan ekosistem riparian/tepi sungai sebagai 
sumber pakannya, serta kesinambungan 
kanopinya untuk pergerakannya. 

Selanjutnya, didalam laporan kondisi flora dan 
fauna di PT. TRH, tertanggal 2 Februari 2016, 
disebutkan bahwa untuk jenis Owa (Hylobates 
muelleri) sudah sulit ditemukan saat ini. 

Kesimpulan Indikator 
3.6 

Sedang 75.00%  
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D. KRITERIA SOSIAL 

Indikator 4.1 : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin 

dengan kawasan masyarakat  hukum adat dan atau masyarakat setempat. 

Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

4.1.1. 

Ketersediaan 

dokumen/laporan 

mengenai pola 

penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi 
hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat 
setempat, dan rencana 

pemanfaatan SDH oleh 

pemegang izin. 

 
D 

 
Sedang 

Dokumen/laporan PT. TRH yang berkaitan 
dengan pola penguasaan dan pemanfaatan 

SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan atau setempat 
sama seperti pada Penilikan I dan ada 

tambahan dokumen  Data Base Sosial PT 

Tanjung Redeb Hutani Wilayah Suaran dan 
Wilayah Birang yang disusun tahun 2015 

sedang untuk Wilayah Sambarata tidak ada. 

Namun dokumen tersebut masih belum   

memberikan  data dan informasi yang cukup 

mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan 

SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat/setempat.   

Sedangkan dalam rencana pemanfaatan SDH 

PT TRH telah menyusun dokumen 

RKTUPHHK tahun 2015 - 2016 dan dibidang 

Kelola Sosial PT TRH telah menyusun RO 

Kelola Sosial   tahun 2015 – 2016. 

4.1.2 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas 
/rekonstruksi batas 

kawasan secara 

partisipatif dan 
penyelesaian konflik 

batas kawasan 

 

CD 

  

Baik 

  

PT TRH masih mempergunakan mekanisme 

pembuatan batas /rekonstruksi batas kawasan 

secara partisipatif dan penyelesaian konflik 
batas kawasan   sama seperti pada Penilikan I 

yaitu : 

1. SOP Batas Partisipatif Nomor Dokumen 
02/TRH – FPD – Doc/III/2015, Revisi 

01.Tanggal Revisi 10 Maret  2015.  

2. SOP  Penanganan Konflik. Nomor 
Dokumen 03/TRH – FPD – Doc/III/2015, 

Revisi 01. Tanggal Revisi  23 Maret  2015.   

3. Metode Pendekatan Resolusi Konflik PT 
TRH  

Berdasarkan telaah terhadap dokumen-

dokumen tersebut,    mekanisme  penataan batas 
secara partisipatif  dengan kawasan yang 
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dikelola masyarakat dan penanganan konflik 

lahan antara perusahaan dengan  masyarakat   
masih relevan dengan kondisi lapangan. 

4.1.3 

Tersedia mekanisme 
pengakuan hak-hak 

dasar masyarakat 

hukum adat dan 

masyarakat setempat 

dalam perencanaan 

pemanfaatan SDH. 

 

D 

     

Baik 

PT TRH masih mempergunakan mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum 
adat dan masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan SDH sama seperti 

pada Penilikan 1 terdapat dalam dokumen : 

1. SOP  Forest Community, SOP ini menjadi 

dasar    pelaksanaan kegiatan  Kelola Sosial 

2. SOP Negosiasi dan Perjanjian dengan 
Masyarakat 

3. SOP Penyuluhan 

4. SOP Pemberian Akses kepada Masyarakat 
5. SOP Identifikasi Masyarakat Sekitar 

6. SOP Penerimaan Karyawan (revisi yang ke 

I pada tanggal  1 April 2015)  

PT   TRH  memiliki   mekanisme pengakuan 

hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam perencanaan 

pemanfataan SDH yang legal,  lengkap dan   

jelas. 

4.1.4 

Terdapat batas yang 
memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal 

kerja unit manajemen 
dengan kawasan 

kehidupan masyarakat. 

 

D 

   

Sedang 

  

Hasil telaahan dokumen 1 tahun terakhir  dan 

observasi lapangan,  diperoleh data dan 
informasi sebagai berikut : 

1. Pada tanggal 25 Januari 2016  PT.  TRH  

telah melakukan Penandaan Batas secara 
Partisipatif (batas luar IUPHHK HTI PT 

TRH Wilayah Birang) dengan  kawasan   

masyarakat  Kampung Sembakungan RT 
06. 

2. Pada  tanggal 10 Mei 2016  PT.  TRH  telah 

melakukan Penandaan Batas secara 
Partisipatif (batas luar IUPHHK HTI PT 

TRH Wilayah Suaran) dengan   kawasan 

masyarakat  Kampung Bebanir Bangun RT 
03.  

Hasil observasi lapangan pada kedua lokasi 

tersebut ditemukan plang batas serta rintisan 
terlihat jelas dan terdapat tanda cat merah dan 
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hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh 

informasi bahwa masyarakat sekitar 
mengetahui dan dilibatkan dalam penandaan 

batas tersebut.  

Di areal PT TRH banyak ditemukan 
pemanfaatan lahan oleh masyarakat terutama 

pada areal sekitar kampung dan kiri kanan 

jalan Propinsi/Kabupaten, PT TRH telah 
melakukan identifikasi terhadap lahan-lahan 

tersebut tetapi baru sebagian yang dilakukan 

penataan batasnya. 

4.1.5 

Terdapat persetujuan 

para pihak atas luas dan 
batas areal kerja 

IUPHHK/KPH 

 

D 

 

Sedang 

 

PT TRH telah membuat kesepakatan dengan 

beberapa pihak terkait  luas dan batas areal kerja 

IUPHHK HTI PT TRH yang tercantum dalam : 
1. Berita Acara Kegiatan Pembuatan Batas 

secara Partisipatif (Pemeliharaan Batas 

Luar IUPHHK HTI PT TRH) dengan 
masyarakat Kampung   Sembakungan 

RT. 06  pada tanggal 25  Januari 2016 

2. Berita Acara Kegiatan Pembuatan Batas 
secara Partisipatif (Pemeliharaan Batas 

Luar IUPHHK HTI PT TRH) dengan 

masyarakat Kampung  Bebanir Bangun 
RT. 03 pada tanggal 10  Mei 2016 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

masyarakat   Kampung Bebanir Bangun RT 03 
dan Kampung Sembakungan RT 06  diperoleh 

informasi bahwa masyarakat mengetahui batas 

areal kerja  PT. TRH   yang berbatasan dengan 
wilayah kampungnya dan dituangkan dalam  

Berita Acara.  

Kesimpulan Indikator  4.1 
 

21/27 77,78  (Sedang) 
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Indikator 4.2 : . Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku  

Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

4.2.1 

Ketersedian dokumen 

yang menyangkut 
tanggung jawab sosial 

pemegang izin sesuai  

dengan peraturan 
perundangan yang 

relevan/berlaku. 

 

D 

 

Baik 

  

PT TRH memiliki dokumen terkait dengan 

kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan 

sesuai peraturan perundangan yang 
relevan/berlaku sama seperti pada Penilikan I  

dan ada tambahan beberapa dokumen antara lain 

: 

1. SK IUPHHK- HT PT. TRH No. 329/Menhut-

II/2011 tanggal 22 Juni 2011 (merupakan 

addendum dari SK IUPHHK HT PT TRH 
No.SK. 641/Kpts – II/1996)  

2. Dokumen AMDAL Terpadu PT. TRH   

3. Dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT TRH 
periode tahun 2009-2018 

4. Dokumen RKTUPHHK-HT PT TRH tahun 

2015 (dan revisinya)  dan tahun 2016. 

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa 

dokumen tersebut, PT. TRH telah memiliki 

dokumen yang lengkap menyangkut tanggung 
jawab sosial pemegang izin sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku/relevan. 

4.2.2 

Ketersediaan  

mekanisme pemenuhan 

kewajiban sosial 
pemegang izin terhadap 

masyarakat 

 

CD 

 

Sedang 

  

Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial PT TRH 
terhadap masyarakat sama seperti pada 

Penilikan I  dokumen tersebut antara lain :  

1. SOP  Forest Community 

2. SOP Negosiasi dan Perjanjian dengan 

masyarakat 

3. SOP Pemberian akses kepada masyarakat 

4. SOP Peran Serta Masyarakat   

5. Revisi SOP Penerimaan Karyawan (yang 

berlaku efektif mulai 1 April 2015) 

Berdasarkan hasil telaahan terhadap SOP tersebut 

tidak ditemukan mekanisme atau SOP yang 

mengatur perihal pemberian kesempatan  
berusaha bagi masyarakat yang berada di sekitar 

areal kerjanya, padahal  dalam implementasinya 
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terdapat kerjasama suplai sayuran dan ikan, 

kerjasama  penyelesaian segmen pekerjaan HTI 
(Penanaman, Pemanenan Kayu dan 

Pengangkutan Kayu) antara PT TRH dengan 

masyarakat sekitar.  

4.2.3 

Kegiatan sosialisai 

kepada masyarakat 

mengenai hak dan 

kewajiban pemegang 

izin terhadap 
masyarakat dalam 

mengelola SDH. 

 

D 

   

Baik 

  

PT TRH telah melakukan beberapa kali sosialisasi 

kepada masyarakat sekitar mengenai hak dan 

kewajiban perusahaan  serta rencana kegiatan 
tahun berjalan   yang terdokumentasi dalam : 

1) Berita Acara  Sosialisasi Rencana RKT 2016 

dan Batas areal Konsesi PT TRH Wilayah 
Birang dengan  masyarakat Dayak Punan KM 

16 Kampung Merancang Ulu  tanggal 25 

Desember 2015, dilengkapi daftar hadir dan 
foto dokumentasi 

2) Resume Pertemuan antara PT TRH Wilayah 

Tabalar dengan Perwakilan masyarakat 
sekitar areal dalam rangka sosialisasi 

kegiatan Perusahaan PT TRH tahun 2016 

tanggal 28 Januari 2016 dilengkapi daftar 

hadir dan foto dokumentasi 

3) Berita Acara  Sosialisasi Rencana Kerja 

Tahunan 2016 Wilayah Suaran dengan  
masyarakat Kampung Suaran Kecamatan 

Sambaliung tanggal  09 Mei 2016, dilengkapi 

daftar hadir dan foto dokumentasi 

4) Berita Acara Sosialisasi  Rencana Tebang RKT 

2016 dan Batas Area Konsesi PT TRH Wilayah 

Sambarata  dengan masyarakat  Kampung 
Tasuk RT. 06 (Punan KM 21) tanggal 21 

Januari 2016, dilengkapi daftar hadir dan foto 

dokumentasi 

5) Hasil wawancara dengan masyarakat 

kampung  Maluang, Sembakungan dan 

Merancang Ulu, diperoleh informasi bahwa 
mereka membenarkan adanya sosialisasi  dari 

PT TRH mengenai kegiatan RKT 2016 dan 

batas areal kerja PT TRH. 

PT. TRH memiliki bukti  yang lengkap 

pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada 
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masyarakat mengenai hak dan kewajiban   

terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. 

4.2.4 

Realisasi pemenuhan 

tanggung jawab sosial 
terhadap masyarakat 

/implementasi hak-hak 

dasar masyarakat 

hukum adat dan 

masyarakat setempat 

dalam pengelolaan SDH 

 

D 

   

Sedang 

 

Dokumen PT TRH yang terkait dengan realisasi 

pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat/implementasi hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam pengelolaan SDH    sama seperti 

pada Penilikan I  dan ada tambahan beberapa 
dokumen antara lain : 

1. Berita Acara Serah Terima 

Bantuan/Sumbangan PT. TRH tahun 2015  
dan tahun berjalan (tahun 2016) 

2. Data Karyawan  Lokal  PT. TRH  bulan April 

2016 ( terdapat  74 karyawan harian 
target/kontrak yang berasal dari masyarakat 

lokal) 

3. Pembayaran Fee Kompensasi PT TRH 
kepada masyarakat sekitar 

4.  Kerjasama PT TRH dengan Kontraktor  

dalam penyelesaian segmen kegiatan HTI ( 
Nursery, Penanaman, Pemeliharaan, 

Pemanenan dan Land Clearing 

5. Kerjasama Suplai Sayuran dan Ikan di 
masing-masing wilayah Kerja PT TRH (ada 7 

pemasok) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
masyarakat Kampung Maluang, Kampung 

Sembakungan RT 06 dan   Kampung  Merancang 

Ulu, diperoleh informasi   bahwa mereka 
membenarkan adanya kegiatan Kelola Sosial dari 

PT. TRH  di kampungnya,  namun masih sangat 

minim hanya berupa pemeliharaan jalan, 

bantuan kegiatan pemuda, bantuan 

sembako/bantuan biaya pengobatan, bantuan 

hewan qurban (kambing) dan Fee Kompensasi 
(berdasarkan  areal operasional PT. TRH dengan 

wilayah kampung mereka).  
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4.2.5 

Ketersediaan 
laporan/dokumen 

terkait pelaksanaan 

tanggung jawab sosial 
pemegang izin 

termasuk ganti rugi. 

 

D 

    

Baik 

   

Hasil telaahan dokumen 1 tahun terakhir, 

laporan/dokumen PT TRH terkait dengan 
pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang 

izin termasuk ganti rugi terdapat dalam beberapa 

dokumen  sebagai berikut : 

1. Laporan Kegiatan Kelola Sosial/PMDH 

PT. TRH tahun 2015  

2. Berita Acara Serah Terima Bantuan atau 

Sumbangan kepada masyarakat sekitar 

areal PT TRH tahun 2015  dan tahun 

berjalan (tahun 2016). 

3. BA Pembayaran Fee Kompensasi PT TRH 

kepada masyarakat sekitar 

4. Perjanjian Kerjasama penyelesaian segmen 
kegiatan pembangunan HTI ( Nursery, 

Penanaman, Pemeliharaan, Pemanenan, 

Pengangkutan). 

5. Perjanjian Kerjasama Suplai Sayuran dan 

Ikan 

PT. TRH memiliki bukti yang lengkap tentang 
laporan/dokumen  terkait pelaksanaan tanggung 

jawab sosial   termasuk ganti rugi. 

Kesimpulan Indikator 4.2 24/27 88,89 % ( Baik) 
 

Indikator  4.3 . Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil 

antar para pihak. 

Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

4.3.1 

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat 
hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 

yang terlibat, 
tergantung, 

terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan 
SDH. 

 

D 

 

Sedang 

  

 

Dokumen PT TRH yang berkaitan dengan data dan 
informasi masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH sama 
seperti pada Penilikan I dan ada tambahan 
beberapa dokumen antara lain : 

1. Dokumen AMDAL Terpadu PT TRH 

2. Revisi RKUPHHK HTI PT. TRH periode 2009-
2018 

3. RKTUPHHK PT. TRH tahun 2015  dan  2016  
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4. Laporan Bulanan Tenaga Kerja  periode bulan 
April 2016 (dokumen baru) 

5. Kerjasama antara PT. TRH dengan 
masyarakat sekitar dalam penyelesaian 
segmen kegiatan HTI (Nursery, Penanaman, 
Pemeliharaan, Penebangan dan  
Pengangkutan) 

6. Kerjasama Suplai sayur dan Ikan 

7. Data  Base Sosial PT. TRH Wilayah Tabalar   

8. Data Base Sosial PT TRH Wilayah Suaran dan 
Birang,  namun isi dokumen tersebut kurang 
lengkap (dokumen baru).  

Telahan terhadap dokumen-dokumen tersebut 
belum cukup memberikan data dan informasi 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh 
oleh aktivitas pengelolaan SDH. 

4.3.2 

Ketersediaan 
mekanisme 

peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 
masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat 

setempat 

 

CD 

 

Sedang 

  

Dokumen PT TRH yang terkait dengan mekanisme 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat  masih sama seperti pada Penilikan I 

antara lain : 
1. SOP Negosiasi dan Perjanjian dengan 

masyarakat 

2. SOP Pengadaan Mitra Kerja   
3. SOP Peran Serta Masyarakat,  

4. Revisi SOP Penerimaan Karyawan 

Hasil telaahan terhadap SOP tersebut tidak 

ditemukan SOP yang mengatur peningkatan 

peran serta aktivitas ekonomi  masyarakat hukum 

adat dan atau masyarakat setempat 

4.3.3 

Keberadaan dokumen 

rencana pemegang izin 

mengenai kegiatan 
peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 

masyarakat 

 

CD 

  

Sedang 

Dokumen PT. TRH yang berkaitan dengan rencana  
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat sama seperti pada Penilikan 
I terdapat dalam beberapa dokumen yaitu: 

1. RKUPHHK HT PT TRH periode 2009 - 2018 

2. RKTUPHHK-HTI PT. TRH tahun 2015  dan 
2016  

3. RO Kelola Sosial  PT. TRH tahun 2015 dan 
2016 
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4. Kerjasama pendistribusian hasil pertanian 
(sayur mayur) dan ikan  dari masyarakat 
sekitar 

5. Kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk 
menyelesaikan segmen pekerjaan HTI PT 
TRH (Nursery, Penanaman, Pemeliharaaan, 
Penebangan, Pengangkutan Kayu.) 

Di dalam dokumen RKT dan Rencana Operasional 
(RO), terdapat rencana PT. TRH untuk 
peningkatan SDM  pada masyarakat sekitar 
melalui  kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan  
namun tidak dirinci mengenai jenis pelatihannya, 
jumlah peserta yang ikut dan dari kampung mana 
dan bidang apa saja yang dilibatkan  dalam 
penyuluhan maupun pelatihan. 

4.3.4 

Implementasi kegiatan 
peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat 
dan atau masyarakat 

setempat oleh 

pemegang izin yang 
tepat sasaran 

 

D 

 

Baik 

  

PT TRH mengimplementasi kegiatan peningkatan 

peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan atau masyarakat setempat yang 

tepat sasaran terdapat dalam dokumen : 

1. Laporan Kegiatan Kelola Sosial  tahun 2015  
(Realisasi 146 %)  dan Berita Acara Serah 

Terima Bantuan tahun 2015.   

2. PemanfaatanTenaga Kerja Lokal  sebagai 
karyawan  PT. TRH  ( pada bulan April 2016 

terdapat  74 karyawan lokal) 

3. Kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk 
penyelesaikan segmen pekerjaan HTI 

(Nursery, Penanaman, Pemeliharaaan, 

Penebangan, Pengangkutan Kayu). 
4. Kerjasama dengan masyarakat sekitar tentang 

pendistribusian hasil pertanian (sayur mayur) 

dan ikan. 
5. Pembayaran Fee Kompensasi 

PT. TRH telah mengimplementasikan  sebagian 

besar (>50 %) kegiatan peningkatan peran serta 
dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan 

atau masyarakat setempat yang tepat sasaran. 

4.3.5 

Keberadaan 
dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan 

 

D 

 

Baik 

  

PT.  TRH   telah mendokumentasikan    hasil 

kegiatan yang berhubungan dengan  distribusi 
manfaat  kepada para pihak  (karyawan, kontraktor 

dan masyarakat) dalam beberapa dokumen antara 

lain : 
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distribusi manfaat 

kepada para pihak 

  

   

 

 

1. Laporan  Kegiatan  Kelola Sosial tahun  2015    

2. Berita Acara Serah Terima 
Bantuan/Sumbangan   tahun 2015 - 2016   

3. Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT TRH  

tahun 2015  
4. Bukti Pembayaran  Fee Kompensasi kepada 

masyarakat kampung  sekitar 

5. Bukti Pembayaran Upah Borongan 
penyelesaikan segmen pekerjaan HTI 

(Nursery, Penanaman, Pemeliharaaan, 

Penebangan, Pengangkutan Kayu.) 
6. Bukti Pembayaran pendistribusian hasil 

pertanian (sayur mayur) dan ikan  dari 

masyarakat sekitar   

PT TRH memiliki dokumen/laporan mengenai 

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak    

yang lengkap dan  jelas 

Kesimpulan Indikator 
4.3 

 20/24 83,33 % ( Baik) 

 

Indikator  4. 4.  Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal. 

Verifier Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

4.4.1 

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik 

 

D 

 

Baik 

  

Mekanisme resolusi konflik yang ada di PT TRH 

masih sama seperti Penilikan I yaitu revisi 

terhadap  SOP Penangan Konflik  ( tanggal efektif 
berlaku 23 maret 2015), dalam SOP tersebut telah 

dilengkapi dengan flow chart dalam penangan 

konflik dan bagian-bagian yang bertanggung  
jawab dan menangani apabila ada konflik yang 

muncul pada masing-masing  wilayah kerjanya, 

dan isi  dokumen tersebut telah sesuai dengan 
implementasi dan kondisi di lapangan.  

PT. TRH telah memiliki mekanisme resolusi konflik  

yang  lengkap dan jelas.    
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4.4.2 

Tersedia peta konflik 

 

CD 

 

Baik 

  

PT. TRH memiliki Peta Perkembangan 

Perambahan Lahan di areal IUPHHK HTI PT TRH 
skala 1 : 80.000 pada masing-masing Wilayah kerja 

(Birang, Sambarata, Suaran dan Tabalar), 

berdasarkan peta tersebut diperoleh informasi   
tentang areal-areal PT TRH yang rawan terhadap 

perambahan lahan terutama yang berada di kiri 

kanan jalan Propinsi/Kabupaten dan areal yang 
dekat dengan pemukiman penduduk.  

Berdasar informasi dari Petugas Kelola Sosial, 

konflik yang sering timbul di areal PT. TRH  adalah 
permasalah okupasi/penguasaan lahan oleh 

masyarakat, sebagian konflik dapat diselesaikan 

secara musyawarah mufakat dan sebagian lain 
masih belum dapat diselesaikan   karena belum 

tercapai kesepakatan dan ada yang 

penyelesaiannya sampai ke ranah hukum. 

Di areal PT. Tanjung Redeb Hutani masih terdapat 

konflik areal dengan masyarakat sekitar akan tetapi 

Perusahaaan memiliki peta konflik  yang  lengkap 
dan jelas   

4.4.3 

Adanya kelembagaan 
resolusi konflik yang 

didukung oleh para 

pihak. 

 

CD 

 

Baik 

  

PT TRH  telah memiliki Struktur Lembaga 

Penanganan Konflik berdasarkan Surat Keputusan 
Direktur Umum & SDM nomor 01/SK-II/01.2015 

tanggal 01 Januari 2015. Dalam Struktur tersebut 

dilengkapi dengan Kedudukan, Uraian Tugas dan 
Tata Hubungan  Kerja masing-masing Lembaga 

Penangan Konflik. 

Struktur tersebut dilengkapi dengan alur Konflik 
dan Resolusi Konflik, Penangan Konflik dan 

Metode Pendekatan Resolusi Konflik. PT TRH juga 

memiliki Rencana Anggaran Resolusi Konflik 

tahun 2016 yang dibuat pada tanggal 04 Januari 

2016 

PT TRH memiliki organisasi penyelesaian konflik, 
sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup 

memadai dalam mengelola konflik yang timbul.   

4.4.4 

Ketersediaan dokumen 
proses penyelesaian 

 

D 

 

Baik 

PT TRH memiliki Identifikasi konflik Lahan tahun 

2015/2016 yang di buat pada tanggal 1 Mei 2016, 
dalam dokumen tersebut diuraikan konflik yang 
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konflik yang pernah 

terjadi. 

   ada pada masing-masing   wilayah kerja PT TRH 

mengenai lokasi konflik, luas klaim, aktor atau 
pelaku, progres terakhir dan permasalahan yang 

belum terselesaikan. 

PT TRH memiliki data dan kronologi Penyelesaian 
Klaim Lahan oleh masyarakat sekitar sebagian 

dapat diselesaikan secara persuasif, sebagian ada 

yang diselesaikan dengan penggantian kompensasi 
dan ada juga yang diselesaikan secara hukum. 

Berdasar informasi dari petugas Kelola Sosial (Sdr. 

Jalaludin dan Sdr. Merifin ), diperoleh informasi  
bahwa di areal PT. TRH  masih terjadi beberapa 

konflik  dengan masyarakat, namun konflik yang 

terjadi tidak sampai menghentikan kegiatan 
operasional perusahaan dan ada yang dapat 

diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan 

akan tetapi ada yang penyelesaiannya harus 
melalui proses hukum positif.  

Kesimpulan Indikator  
4.4 

 18/18 100 % ( Baik ) 

 

Indikator  4.5 :  Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga 

kerja. 

Verifier Bobot NILAI RingkasanJustifikasi 

4.5.1 

Adanya hubungan 

industrial. 

 

D 

 

Baik 

  

  

Hubungan Industrial di PT.  TRH didasarkan pada 

dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. TRH 

Periode 2015-2017, yang telah disahkan 
berdasarkan keputusan Kepala Dinas   Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  Berau Nomor: 

KEP.560/037.3 Kesja  tanggal 22 Pebruari 2016 
tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT. 

Tanjung Redeb Hutani yang ditetapkan di Tanjung 

Redeb dengan masa berlaku hingga  31 Desember 
2017. 

PT TRH telah melakukan sosialisasi PKB kepada 

karyawannya di masing-masing Wilayah kerja PT 
TRH  disertai pembagian buku PKB PT TRH 

Periode 2015 – 2017 kepada karyawan dan dibuat  

Berita Acara  pada tanggal 14 Maret 2016. 
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Berdasar hasil wawancara terhadap 3 orang 

karyawan PT TRH diperoleh informasi bahwa PT.  
TRH telah   melakukan sosialisasi PKB dan 

merealisasikan seluruh klausul  hubungan 

industrial kepada seluruh karyawannya sesuai 
yang tercantum dalam  Perjanjian Kerja Bersama 

yang berlaku . 

4.5.2 

Adanya rencana dan 

realisasi pengembangan 

kompetensi tenaga kerja. 

 

D 

  

Sedang 

 

PT. TRH memiliki rencana untuk pengembangan 
kompetensi karyawan  melalui pendidikan dan 

pelatihan  baik in house training maupun mengirim 

karyawannya untuk mengikuti pelatihan yang 
dilaksanakan oleh pihak eksternal seperti BPHP 

atau instansi lain. 

Pada periode Juni 2015 - April 2016 PT. TRH 
merencanakan pengembangan kompetensi 

karyawannya sebanyak 39 orang, sedangkan yang  

terealisasi sebanyak 30 orang atau sebesar 77 %.   

Sedangkan dalam pemenuhan Tenaga Teknis 

(Ganis) PHPL PT TRH memiliki 17 Ganis PHPL 

dan 4 Sarjana Kehutanan berdasarkan SK. 
Perdirjen P.16 tahun 2015 tentang standar tenaga 

teknis PHPL PT TRH masih terdapat kekurangan 

sebanyak 10 Ganis PHPL ( Canhut = 2, Nenhut = 3 
dan Binhut = 5 ) 

4.5.3 

Dokumen standar 

jenjang karir dan 
implementasinya 

 

D 

 

Baik 

 

Standar jenjang karir di PT. TRH diatur dalam Bab 

III pasal 12 dan Pasal 13 Perjanjian Kerja Bersama. 

Untuk menunjang penilaian tersebut digunakan 
form penilaian  karyawan yang biasanya dilakukan 

setiap 1 tahun sekali. Form tersebut berisi identitas 

karyawan yang dinilai, identitas penilai (atasan 
langsung, atasan berikutnya dan diketahui 

Manager HR & GA). Penilaian meliputi Evaluasi 

Kenerja Operasional, Penilaian Sikap dan Penilaian 
Absensi karyawan yang bersangkutan. 

Sedangkan untuk Usulan Promosi karyawan 

diusulkan oleh Manager Wilayah diketahui oleh 
Kepala Region dan Manager HR & GA dan 

disetujui oleh General Manager. 

Dalam implementasinya terdapat SK Direktur 
Produksi PT TRH No. 009/SK-II/01-2016 tanggal  
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25 Januari 2016 tentang  Pengangkatan Karyawan 

Tetap  an. Muhammad Said Affandi dari 
karyawan kontrak menjadi karyawan tetap sebagai 

Mekanik dan SK Direktur Produksi PT TRH No. 

15/SK-II/01-2016 tanggal  25 Januari 2016 tentang  
Pengangkatan Karyawan Tetap  an.  Editia 

Rahman dari karyawan kontrak menjadi karyawan 

tetap sebagai Supervisor (Komandan) Satuan 
Pengamanan. 

PT. TRH memiliki dokumen standar jenjang karir 

dan telah diimplementasikan seluruhnya. 

4.5.4 

Adanya dokumen 

tunjangan kesejahteraan 
karyawan dan 

implementasinya. 

 

D 

 

 Baik 

 

Pada dokumen Perjanjian Kerja Bersama Bab X 

sampai Bab XIV terdapat klausul yang mengatur 

perihal kesejahteraan karyawan. 
Selain gaji pokok  karyawan  memperoleh 

tunjangan makan, tunjangan jabatan, tunjangan 

fungsional, tunjangan lokasi, tunjangan 
perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan hari  

raya (THR),  jaminan kesehatan, jaminan asuransi  

dan lain-lain.  
Dibidang kesehatan PT TRH menjalin kerjasama 

pelayanan kesehatan dengan dengan Puskesmas 

terdekat   dengan wilayah kerjanya (Suaran dan 
Tubaan) dan membuat Perjanjian kerjasama dengan 

RSUD DR. Abdul Rivai, kerjasama dengan dokter 

Umum dan dokter Gigi yang ada di Tanjung Redeb 

Hasil wawancara dengan 3 karyawan PT TRH 

diperoleh informasi  bahwa pembayaran gaji sesuai 

dengan jadwal, karyawan mendapatkan cuti, 
karyawan diikutsertakan program BPJS Kesehatan 

dan BPJS Ketenagakerjaan, karyawan tinggal di 

mess yang disediakan oleh perusahaan dan 

terdapat kantin/cafe  serta fasilitas lain sesuai 

dengan yang tercantum dalam PKB. 

Kesimpulan Indikator  4.5 22/24 91,67 % ( Baik ) 
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E. VLK HUTAN 
 

PRINSIP 1. :   Kepastian areal dan hak pemanfaatan  
Kriteria 1.1.       :    Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.  
Indikator 1.1.1. :    Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu (IUPHHK) 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 1.1.1.a.  
Dokumen legal terkait 
perizinan usaha (SK 
IUPHHKHA/HT/RE/ 
Pemegang Hak 
Pengelolaan 

M Kelengkapan dan keabsahan SK. IUPHHK-HTI atas nama 
PT. TRH tidak ada perubahan yaitu SK. No. 329/Menhut-

II/2011 tanggal 22 Juni 2011 seluas 187.920 Ha;  

Luas areal tersebut telah mengacu pada SK. Menhut No. 
554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang 

Perubahan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi 

Kalimantan Timur, sehingga kesesuaian areal telah 
dipenuhi seluruhnya; 

Namun selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat perubahan 

akte perusahaan sesuai dengan dokumen akte No. 14 
tenggal 24 Juni 2015 oleh Notearis Drs. Soebiantoro, S.H. 

dan dokumen tersebut telah didaftarkan di Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-
0945284. 

2 1.1.1.b.  
 Bukti pemenuhan 
kewajiban Iuran Izin 
Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu 
(IIUPHHK). Tidak 
berlaku untuk 
Pemegang Hak 
Pengelolaan 

M PT. TRH telah membayar IIUPHK sesuai dengan SPP dan 

terdapat  bukti pembayaran IIUPHK kepada rekening 
bendahrawan penerima IIUPH di Bank Mandiri sebesar 

(tidak ada perubahan) 

3 1.1.1.c.  
Penggunaan Kawasan 
yang sah di luar 
kegiatan IUPHHK (jika 
ada) 

M Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang 

sah di luar kegiatan IUPHHK-HT PT. TRH yaitu 6 (enam) 

IPPKH tambang batubara dan 1 (satu) IPPKH tambang 
gas (tidak ada perubahan).  

Hal ini sesuai dengan Surat Direktur Pengembangan PT. 

TRH kepada Dirjen PHPL Cq. Direktur Usaha Hutan 
Produksi Kementerian  Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan No.030/IV/05-2016 tanggal 12 Mei 2016 

tentang  Laporan Penggunaan Kawasan Hutan di Areal 
Kerja PT. TRH. 
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PRINSIP 2. :    Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah  
Kriteria 2.1.       :    Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang. 
Indikator 2.1.1. :    RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) 

disahkan oleh yang berwenang 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4 2.1.1.a.  
Dokumen 
RKUPHHK/RPKH, 
RKT/ Bagan 
Kerja/RTT beserta 
lampirannya yang telah 
disahkan oleh pejabat 
yang berwenang, 
meliputi : 
1. Dokumen 
RKUPHHK/RPKH & 
lampirannya yang 
disusun berdasarkan 
IHMB/risalah hutan 
dan dilaksanakan oleh 
Ganis PHPL Timber 
Cruising dan/atau 
Canhut 
2. Dokumen RKT/RTT 
yang disusun 
berdasarkan 
RKU/RPKH  dan 
disahkan oleh pejabat 
yang berwenang atau 
yang disahkan secara 
self approval 
3. Peta rencana 
penataan areal kerja 
yang dibuat oleh Ganis 
PHPL Canhut 

M  Tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen Revisi 
RKUPHHK-HTI atas nama PT. TRH Periode 2009 - 

2018 sesuai dengan SK. Menhut Nomor : Sk.34/VI-

BUHT/2014 tanggal 2 Juli 2014 serta lampirannya 

dipenuhi seluruhnya; 

 

 Tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen 
RKTUPHHK tahun 2015 dan tahun 2016  yang telah 

disahkan/disetujui secara self approval, serta 

lampirannya dipenuhi seluruhnya; 
 

 Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Sugiary 

dengan Nomor Register : 01077-
13/CANHUT/XX/2013 yang berlaku sampai dengan 

17 Mei 2019 

 

5 2.1.1.b.  
Peta areal yang tidak 
boleh ditebang pada 
RKT/Bagan Kerja/RTT 
dan bukti 
implementasinya di 
lapangan 

M Terdapat  lokasi-lokasi  tidak boleh ditebang sesuai Peta 
Revisi RKUPHHK-HTI  periode 2009 - 2018 dan Peta 

RKTUPHHK-HTI untuk 2 (dua) tahun yaitu 2015 dan 

2016. 
Jenis kawasan lindung di areal PT. TRH tersebut  meliputi 

: 
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NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Jenis Kawasan Luas 
(Ha) 

Wilayah 

Daerah Tangkapan Air 33.099 Suaran 

Sempadan sungai 14.418 Semua 
Wilayah 

KPPN 
- Wilayah Birang 
- Wialyah Sambarata 

 
142 
522 

 

KPSL 663 Birang 

Koridor satwa 1.034 Suaran 

Areal berbatu/rawa 
- Wilayah Birang 
- Wilayah Suaran 
-Wilayah Tabalar 

 
1.708 

419 
599 

 

Total 52.604 27,99 % 
 

6 2.1.1.c.  
Penandaan lokasi blok 
tebangan/ blok 
RKT/petak RTT yang 
jelas di peta dan 
terbukti di lapangan 

M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Peta RKTUPHHK-

HTI tahun 2016 dan observasi di lapangan maka 
diketahui sebagai berikut : 

1. Keabsahan blok tebangan RKTUPHHK-HTI yahun 

2016  yang disetujui (secara approval) pada setiap 
wilayah sesuai dengan Peta revisi RKUPHHK-HTI 

periode 2009 - 2018 ; 

2. Posisi koordinat batas batas blok tebangan atau petak-
petak tebangan sesuai dengan Peta RKTUPHHK-HTI 

tahun 2016; 

3. Tanda-tanda batas blok tebangan dan petak tebangan 
ditemukan  di lapangan dan mengikuti pedoman atau 

SOP yang berlaku. 
 
Kriteria 2.2.         :    Adanya rencana kerja yang sah. 
Indikator 2.2.1.    :  Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

7 2.2.1.a. 
 Dokumen Rencana 
Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu 
RKUPHHK) (bisa 
dalam proses) dengan 
lampiran-lampirannya 

M Terdapat kelengkapan dan keabsahan proses penyusunan 
dokumen Revisi RKUPHHK-HTI atas nama PT. TRH 
Periode 2009 - 2018 telah dipenuhi seluruhnya, sesuai 
dengan SK. Menhut Nomor : SK. 34/VI-BUHT/2014 
tanggal 2 Juli 2014 beserta lampiran petanya dengan Skala 
1:100.000. 
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NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

8 2.2.1.b.  
Kesesuaian lokasi dan 
volume pemanfaatan 
kayu hutan alam pada 
areal penyiapan lahan 
yang diizinkan untuk 
pembangunan hutan 
tanaman industri. 

M Berdasarkan verifikasi dokumen RKTUPHHK-HTI 
Tahun 2016 dan observasi lapangan diperoleh hasil 

penilaian sebagai berikut :  

1. Lokasi dan potensi volume kayu hutan alam pada 
areal penyiapan lahan (LOA) berada di wilayah 

Sambarata dan Birang sesuai dengan blok tebangan 

yang diizinkan; 
2. Lokasi dan volume pemanfataan kayu yang di tebang 

untuk penyiapan lahan  pada hutan tanaman industri 

adalah  benar 
 

 
PRINSIP 3.    :  Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat  
Kriteria 3.1.       :    Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat 

Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri 
primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen 
yang sah. 

Indikator 3.1.1.  :  Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan 
telah di-LHP-kan. 

 
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

9 3.1.1.  
Dokumen LHP yang 
telah disahkan oleh 
pejabat yang 
berwenang 

M Berdasarkan verifikasi dokumen LHP KB/KBS/KBK  

untuk kayu alam dan LP-KHP  kayu tanaman yang dibuat 
oleh PT. TRH diketahui sebagai berikut : 

1. Semua dokumen LHP dan LP-KHP tersedia sesuai 

dengan realisasi tebangan pada RKTUPHHK-HTI 
Tahun 2015 dan Tahun 2016  dan telah disahkan oleh 

petugas yang bersertifikat Ganis PHPL PKB-R yaitu : 

RKT 2015 : 
Petugas Penerbit LHP yang ditetapkan oleh SK. Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur  No. 

562/2036/Kpts/DK-IV/2015 tanggal 22 April 2015 
yaitu Sdr. Jemi Arafik, SP (no.reg. 00524-13/WAS-

PKB-R/XX/2013) sebagai P2LHP wilayah Suaran dan 

Tabalar; dan Sdr. Denie Priyanda, AMd. (no. reg. 

00143-13/WAS-PKB-R/XX/2010) sebagai P2LHP 

wilayah Sambarata dan Birang 

RKT 2016 : 
Petugas Penerbit LHP telah ditetapkan sendiri oleh 

Direktur Produksi PT.TRH sesuai dengan SK. 

Pengangkatan Petugas Pembuat LHP KB/KBS/KBK 
Pada IUPHHK-HTI PT. TRH  yaitu Sdr. Maisia Ambo 

(no.reg. 00185-13/PKB-R/XX/2011) untuk wilayah 

Sambarata dan Birang ; serta Sdr. Suparji  (no.reg. 



TPK-061  

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

Rev.H| 01.04.2015   Hal 51 dari 62 

 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

00179-13/PKB-R/XX/2013) untuk wilayah Suaran dan 
Tabalar 

2. Semua dokumen LHP dan LP-KHP tersebut sesuai 

dengan fisik kayu, dengan rincian sebagai berikut :  
 Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur 

yang mencatat hasil tebangan yang  diperoleh dari 

kegiatan penyiapan lahan di hutan alam (LOA) 
dengan fisik kayu alam yang terdiri dari 3 ukuran 

(KB, KBS dan KBK); dan  

 Dokumen LP-KHP dibuat berdasarkan Buku 
Ukur yang mencatat hasil tebangan dari kegiatan 

penyiapan lahan atau pemanenan hutan tanaman 

dengan 1 (satu) ukuran fisik kayu yaitu Kayu 
Bulat Kecil (KBK). 

3. Nomor batang hasil tebangan telah ditemukan di 

lapangan sesuai dengan dokumen LHP dan LP-KHP 
dengan rincian sebagai berikut : 

 Nomor batang hasil tebangan dari LOA yang 

tercantum di dokumen LHP dapat ditemukan di 
bontos batang yang ditebang berupa label plastik 

warna kuning ("Barcode")   

 Nomor batang hasi tebangan dari pemanenan 
hutan tanaman industri tidak diberlakukan 

penomoran seperti kayu alam namun terdapat 

label pada setiap tumpukan kayu tanaman 
ditemukan label pita yang menuliskan nomor 

tumpukan dan nomor petak serta serta ukuran 

panjang x tinggi x lebar tumpukan, dimana lebar 
tumpukan adalah merupakan panjang batang 

kayu tanaman; 

4. Realisasi LHP dan LP-KHP selama 1 (satu) tahun 
terakhir atau periode penilikan ke 2 (April 2015 s/d 

Mei 2016) dari blok RKT dapat dibedakan sebagai 

berikut : 
Blok RKT 2015 (April s/d  Desember 2015) 

Wilayah LHP / LP-KHP 
 

Volume 
(M3) 

Ket 

Sambarata KB Kayu Alam 28.683,87 LHP 

KBS Kayu Alam 8.006,87 LHP 

KBK Kayu Alam 0 LHP 

Total 36.690,73  

Birang KB Kayu Alam 38.141,19 LHP 
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KBS Kayu Alam 3.503,21 LHP 

KBK Kayu Alam 0  

Total 41.644,40  

Suaran KBK Tanaman 31.244,04 LP-KHP 

Tabalar KBK Tanaman 150.747,21 LP-KHP 

 

Blok RKT 2016 (Januari s/d  Mei 2016) 
Wilayah LHP / LP-KHP Volume 

(M3) 
Ket 

Sambarata KB Kayu Alam 9.368,14 LHP 

KBS Kayu Alam 4.226,51 LHP 

KBK Kayu Alam 404,00 LHP 

Total 13.997,65  

Birang KB Kayu Alam 13.753,50 LHP 

KBS Kayu Alam 1.358,74 LHP 

KBK Kayu Alam 0  

Total 15.112,24  

Suaran KBK Tanaman 50.242,27 LP-KHP 

Tabalar KBK Tanaman 125.550,21 LP-KHP 
 

Indikator 3.1.2.     :   Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan 

 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

10 3.1.2.  
Surat keterangan 
sahnya hasil hutan 
dan lampirannya 
dari : 

- TPK hutan ke TPK 
Antara, 

- TPK hutan ke industri 
primer dan/atau 
penampung kayu 
terdaftar, 

- TPK Antara ke 
industri primer hasil 
hutan dan/atau 
penampung kayu 
terdaftar 

M Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB dan angkutan 

kayu (SKSKB/FAKB/SKSHHK) serta observasi di 
lapangan, maka diketahui bahwa : 

1. Kayu berasal hutan tanaman maupun hutan alam 

(LOA) yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara 
serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya (industri) 

telah dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut 

:   

 Pada RKT 2015 :  

Pengangkutan kayu dari hutan alam (LOA) dari 
TPK Hutan ke  TPK Antara dengan dokumen 

angkutan SKSKB, sedang  dari TPK Antara ke 

industri dengan dokumen angkutan  FAKB; dan 
Pengangkutan kayu dari hutan tanaman 

menggunakan dokumen FAKB baik angkutan dari 
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TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke 
industri; 

 Pada RKT 2016 :  

Pengangkutan kayu dari hutan alam dan hutan 
tanaman dari TPK Hutan ke  TPK Antara maupun 

dari TPK Antara ke industri semuanya 

menggunakan dokumen angkutan SKSHHK  yang 
tercetak melalui SI-PUHH Online. 

2. Persediaan kayu yang tercantum di LMKB dari setiap 

TPK Hutan dan TPK Antara sesuai dokumen SKSKB 
dan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 

(SKSHH) yang digunakan untuk mengangkut kayu 

bulat hasil tebangan dari hutan alam (wilayah 
Sambarata dan Birang) dan hutan tanaman industri 

(wilayah Tabalar dan Suaran); 

 
3. Hasil uji petik pengukuran kayu bulat yang berada di 

TPK Antara didapatkan selisih dibawah toleransi (< 5 

%) dengan rincian sebagai berikut  
 TPK Antara KM 0 Sambarata : 1,26 % (kayu alam) 

 TPK Antara Sembakungan     : 0,36 % (kayu alam) 

 TPK Antara Suaran                  : 0,18 % (kayu tanaman) 
 TPK Antara Tabalar                  : 0,14 % (kayu 

tanaman) 

 
 
Indikator 3.1.3.  : Pembuktian asal usul Kayu Bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ 

IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan. 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

11 3.1.3.a.  
Tanda-tanda PUHH/ 
barcode pada kayu dari 
pemegang IUPHHK-
HA/ IUPHHK-HT/ 
IUPHHK-
RE/Pemegang Hak 
Pengelolaan bisa 
dilacak balak 

M Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat hasil tebangan 

ditemukan pada kayu alam hasil penyiapan lahan (LOA 
dan hutan tanaman) dan tanda tanda PUHH tersebut 

dapat dibedakan asal usul kayunya berdasarkan blok 

RKT dan wilayah sebagai berikut : 
Blok RKT 2015 meliputi : 

1. Pada TPK Hutan di wilayah Sambarata dan Birang 

ditemukan tanda-tanda PUHH di bontos batang (kayu 
alam) hasil tebangan penyiapan lahan  dari LOA 

berupa plastik merah yang mencantumkan identitas 

yaitu nama perusahaan (PT. TRH) dan kolom kolom 
yang berisi nomor batang, nomor petak, diameter, 
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panjang dan jenis kayu, serta tanda V-Legal dengan 
nomor sertifikat PHPL : 007.PHPL-IDN.06.14-

LPPHPL-019-IDN; 

2. Pada TPn Hutan di  wilayah Suaran  dan Tabalar 
ditemukan tanda-tanda PUHH pada tumpukan kayu 

hutan tanaman  berupa  pita warna kuning/orange 

yang mencantumkan identitas kayu hasil tebangan 
pada hutan tanaman yaitu nomor tumpukan, nomor 

petak, panjang tumpukan, lebar tumpukan (panjang 

kayu rata2 4 meter) dan tinggi tumpukan 
Blok RKT 2016 meliputi :  

1. Pada TPK Hutan di wilayah Sambarata dan Birang 

ditemukan tanda-tanda PUHH di bontos batang (kayu 
alam) hasil tebangan penyiapan lahan dari LOA 

berupa  "Barcode" yang terbuat dari plastik warna 

kuning dan mencantumkan identitas nama 
perusahaan (PT. TRH), nomor barcode (27 digit) dan 

tanda V-Legal dengan nomor sertifikat PHPL : 

007.PHPL-IDN.06.14-LPPHPL-019-IDN; 
2. Pada TPn Hutan di  wilayah Suaran  dan Tabalar 

ditemukan tanda-tanda PUHH pada tumpukan kayu 

hutan tanaman  berupa  pita warna kuning/orange 
yang mencantumkan identitas kayu hasil tebangan 

pada hutan tanaman yaitu nomor tumpukan, nomor 

petak, panjang tumpukan, lebar tumpukan (panjang 
kayu rata2 4 meter) dan tinggi tumpukan 

 

Dan tanda-tanda PUHH tersebut sesuai dengan dokumen 
buku ukur, LHP dan DKB (Daftar Kayu Bulat) yang 

menyertai surat angkutan kayu bulat  berupa SKSKB atau 

SKSHHK, sehingga asal usul kayu bulat yang diangkut 
bisa di lacak balak  

 
12 3.1.3.b.  

Identitas kayu 
diterapkan secara 
konsisten oleh 
pemegang izin 

M Sesuai dengan hasil verifikasi dan observasi di lapangan 
terkait dengan tanda-tanda PUHH seperti pada verifier 

3.1.3.a. maka dapat dipastikan bahwa identitas kayu yang 

diterapkan  oleh PT. TRH terhadap kayu bulat hasil 
tebangan yang berasal dari LOA dan hutan tanaman 

dilakukan secara konsisten sehingga ditelusuri asal usul 

kayu sampai ke petak tebangan. 
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Indikator 3.1.4.     :  Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar 
TPK 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

13 3.1.4.  
Arsip SKSKB dan 
dilampiri Daftar Hasil 
Hutan (DHH) untuk 
hutan alam, dan arsip 
FAKB dan 
lampirannya untuk 
hutan tanaman 

M Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan 

maka diketahui bahwa : 
1. Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dengan 

DKB yang digunakan untuk mengangkut kayu hutan 

alam dan dokumen FAKB untuk kayu hutan tanaman 
dari blok RKT 2015 dan dokumen tersebut  sah karena 

dibuat oleh petugas berwenang yang telah ditetapkan 

sesuai SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur  No. 562/386/Kpts/DK-IV/2015 

tanggal 28 Januari 2015 yang menetapkan Sdr. 

Admadsnaini, AMd sebagai Petugas Penerbit SKSKB 
(P2-SKSKB) pada PT. TRH untuk kayu alam dan 

Petugas Penerbit FAKB telah ditetapkan oleh GM PT. 

TRH yaitu : 
 Marzuki (No.reg. 00186-13/PKB-R/XX/2011) 

sebagai Petugas Penerbit FAKB di wilayah 

Tabalar; 
 Suheriyanto (No.reg. 00881-13/PKB-R/XX/2012) 

sebagai Petugas Penerbit FAKB di wilayah Suaran; 

 Anjas Nabile (No.reg. 01237-13/PKB-R/XX/2013 
sebagai Petugas Penerbit FAKB di wilayah 

Sambarata; 

 Metusalah (No.reg. 00187-13/PKB-R/XX/2011 
sebagai Petugas Penerbit FAKB di wilayah Birang; 

2. Tersedia dokumen SKSHHK yang digunakan untuk 

mengangkut kayu alam (LOA) dan kayu hutan 
tanaman berdasarkan Perdirjen PHPL No. 

P.18/PHPL-SET/2015, dimana SKSHH yang 

digunakan oleh PT. TRH merupakan hasil 

implementasi SI-PUHH Online yang diberlakukan 

sejak 1 Januari 2016 untuk pengangkutan kayu hasil 

Stok Opname (SO) RKT 2015 dan kayu produksi hasil 
tebangan dari penyiapan lahan berasal dari LOA dan 

hutan tanaman pada blok RKT 2016 (tahun berjalan). 

Dokumen SKSHHK yang telah digunakan oleh PT. 
TRH tersebut lengkap dan sah karena pada dokumen 

SKSHHK yang tercetak lewat SI-PUHH Online telah 

ditemukan tanda tangan petugas penerbit SKSHHK 
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yang telah ditetapkan oleh Direktru Produksi PT. 

TRH berdasarkan keberadaan TPK Hutan dan TPK 

Antara setiap wilayah yaitu : 
 Sugeng (No.reg. 00374-13/PKB-R/XX/2011) 

sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan 

wilayah Suaran dan Tabalar; 
 Yusak MP (No.reg. 01238-13/PKB-R/XX/2013 

sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan 

wilayah Sambarata dan Birang; 
 Anjas Nabile (No.reg. 01237-13/PKB-R/XX/2013) 

sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Antara 

wilayah Sambarata dan Birang; 
 Marzuki (No.reg. 00186-13/PKB-R/XX/2011) 

sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Antara 

wilayah Suaran dan Tabalar; 
3. Dokumen BAP dibuat oleh pejabat P2SKSKB (Was-

Ganis PKB-R) pada RKT 2015 masih ditemukan / 

diberlakukan sesuai dengan Perdirjen BUK No. 
P.4/VI-BIKPHH/2014 tanggal 10 Juni 2014, namun per 

1 Januari 2016 tidak diberlakukan lagi. 

 

 
Kriteria 3.2.       :  Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait 

dengan kayu. 
Indikator 3.2.1.     :    Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau 

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

14 3.2.1.a.   
Dokumen SPP (Surat 
Perintah Pembayaran) 
DRdan/atau PSDH 
telah diterbitkan. 

M RKT 2015 

Hasil verifikasi dokumen SPP DR, PSDH dan PNT yang 

diterbitkan oleh petugas berwenang dari Dinas Kehutanan 
Kabupaten Berau berdasarkan LHP KB/KBS/KBK dari 

penyiapan lahan pada LOA (wilayah Sambarata dan 

Birang) dan untuk LP-KHP dari lokasi hutan tanaman 
industri (wilayah Suaran dan Tabalar), maka diketahui 

bahwa dokumen SPP tersebut sesuai dengan dokumen 

LHP/LP-KHP yang dibuat oleh pembuat LHP/LP-KHP 
dan disahkan oleh P2LHP/LP-KHP yang ditetapkan oleh 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 

Kesesuaian SPP dengan LHP/LPKHP tersebut meliputi 
jenis kayu, ukuran sortimen kayu (KB/KBS/KBK), 

volume kayu dan tarif DR/PSDH/PNT yang berlaku. 
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Dokumen SPP DR/PSDH/PNT yang telah diterima oleh 
PT. TRH berdasarkan LHP/LP-KHP yang dibuat dan 

disahkan oleh P2 LHP selama RKT 2015 sebagai berikut : 

Wilayah DR (US $) PSDH (Rp) PNT (Rp) 

Sambarata 588.405,77 2.631.397.300 13.307.123,507 

Birang 676.448,73 3.067.660.470 15.802.402.950 

Suaran 0 168.717.816 0 

Tabalar 0 814.036.446 0 

Total 1.264.855,50 6.681.812.032 29.109.526.457 

RKT 2016 

Sesuai dengan implementasi SIPUHH Online yang 

diterapkan oleh PT. TRH maka untuk dokumen SPP DR 

dan PSDH langsung  tertagih lewat SIPUHH Online 
setelah LHP/LP-KHP hasil tebangan penyiapan lahan 

LOA dan pemanenan di laporkan lewat SIPUHH Online. 

Sehingga dokumen SPP DR dan PSDH per 1 Januari 2016 
telah berubah menjadi Kode Biling yang aksesnya lewat 

Sistem Informasi PNBP On Line (SIMPONI). 

Dokumen SPP DR dan PSDHyang telah diterima oleh PT. 
TRH berdasarkan LHP/LP-KHP yang dibuat dan 

disahkan oleh P2 LHP selama RKT 2016 sebagai berikut : 
Wilayah DR (US $) PSDH (Rp) PNT (Rp) 

Sambarata 219.546,89 983.114.210 0 

Birang 244.622,01 1.102.704.720 1,938.873.766 

Suaran 0 271.308.258 0 

Tabalar 0 677.971.134 0 

Total 464.168,90 3.035.090.322 1,938.873.766 
 

15 3.2.1.b.   
Bukti Setor DR 
dan/atau PSDH 

M Berdasarkan verifikasi dokumen SPP aatau Kode Biling 

dan Bukti Setor yang menjadi alat bukti pembayaran DR, 

PSDH dan PNT, maka diketahui bahwa PT. TRH telah 
melunasi SPP atau Kode Biling PNBP sesuai dengan LHP 

dan LP-KHP yang telah disahkan oleh Petugas Pembuat 

LHP/LP-KHP. 
Untuk RKT 2015 telah dinyatakan lunas sesuai dengan 

Surat Keterangan Bebas Tunggakan PSDH/DR dan 

Kewajiban Lainnya oleh Dinas Kehutanan Kabupaten 
Berau yaitu Nomor : 522.36/395/DKB.III/2015 tanggal 23 

Desember 2015 
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16 3.2.1.c.  
 Kesesuaian tarif DR 
dan PSDH atas kayu 
hutan alam (termasuk 
hasil kegiatan 
penyiapan lahan untuk 
pembangunan hutan 
tanaman) dan 
kesesuaian tarif PSDH 
untuk kayu hutan 
tanaman 

M Pembayaran DR, PSDH dan PNT oleh PT. TRH terhadap 
kayu yang ditebang atau di LHP/LP-KHP sesuai dengan 

persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang 

ditentukan oleh pejabat yang berwenang 

 
Kriteria 3.3.          :   Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. 
Indikator 3.3.1.    :    Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan 

sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

17 3.3.1.  
Dokumen PKAPT 

M Terdapat dokumen PKAPT atas nama PT. TRH yang 

diterbitkan oleh instansi berwenang masih berlaku 

sampai  dengan tahun 2018 

 
Indikator 3.3.2.    :    Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang 

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

18 3.3.2.  
Dokumen yang  
menunjukkan identitas 
kapal. 

M Terdapat dokumen kapal pengangkut kayu berasal dari 

TPK Antara /Logpond PT. TRH yang berbendera 
Indonesia 

 
Kriteria 3.4.          :   Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 
Indikator 3.4.1.    :    Implementasi Tanda V-Legal 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

19 3.4.1.  
Tanda V-Legal yang 
dibubuhkan sesuai 
dengan ketentuan 

N/A Seluruh kayu bulat hasil tebangan RKT 2015 (kayu SO) 

menggunakan tanda V legal di bontos kayu dan pada 

lampiran dokumen angkutan (SKSKB dan FAKB) telah 
ditemukan cap stempel tanda V legal. 

Sedang pada kayu bulat dari penyiapan lahan di lokasi 

LOA dan kayu hasil pemanenan hutan tanaman industri 
hasil tebangan dari RKT 2016 tidak ditemukan tanda V 

legal namun pada dokumen angkutan SKSHHK yang 

tercetak dengan SIPUHH Online terdapat tanda V-legal. 
 



TPK-061  

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

Rev.H| 01.04.2015   Hal 59 dari 62 

 

PRINSIP 4. :    Pemenuhan aspek lingkungan dan sosialyang terkait dengan 
penebangan  

Kriteria 4.1.            :    Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 
(DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam 
dokumen lingkungan tersebut. 

Indikator 4.1.1.    :    Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL 
meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola 
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah 
disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 

 
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

20 4.1.1.  
Dokumen 
AMDAL/DPPL/UKLU
PL/RKL-RPL 

M  Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap dan telah 
disetujui oleh Komisi AMDAL Terpadu Bapedal 

(Nomor : Kep-05/MENLH/2/96 tanggal 2 Februari 

1996); 
 Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 
 
Indikator 4.1.2.   :  Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang 

menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan 
dan menyediakan manfaat sosial. 

 
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

21 4.1.2.a.  
Dokumen RKL dan 
RPL 

M Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu 

pada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Komisi 
Pusat AMDAL Terpadu Bapedal 

22 4.1.2.b.  
Bukti pelaksanaan 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
penting aspek 
fisikkimia, biologi dan 
sosial 

M Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan 

sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi 
di lapangan seperti bak erosi, pengamatan debit air, 

penataan batas kawasan lindung dll, sesuai dengan 

laporan yang dibuat oleh PT. TRH per Triwulan II, III, IV 
tahun 2015 dan Triwulan I tahun 2016 yang disampaikan 

kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 

dengan tembusan ke beberapa instansi terkait lainnya di 
Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau. 

 
PRINSIP 5.       :    Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan  
Kriteria 5.1.        :    Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 
Indikator 5.1.1.   :   Prosedur dan implementasi K3. 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

23 5.1.1.a. 
 Implementasi 
prosedur K3. 

M Tersedia pedoman/prosedure K3 sesuai dan beberapa 

personil yang ditunjuk bertanggung jawab dalam 

implementasi K3 yang masuk Tim Fire & Health Safety 
Enviroment dan telah dilaporkan ke Disnakertrans 
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Kabupaten Berau untuk memohon pengesahan pengurus 
P2K3 yang baru ditetapkan oleh General Manager PT. 

TRH pada bulan Mei 2015 

24 5.1.1.b 
.Ketersediaan peralatan 
K3  

M Di setiap wilayah operasional terdapat peralatan K3 yang 
dibagikan  kepada karyawan di lapangan sesuai dengan 

ketentuan K3 yang harus ditaati oleh setiap karyawan PT. 

TRH; 
Berdasarkan observasi lapangan diketahui bahwa  

peralatan K3 tersebut berfungsi baik dan dipelihara oleh 

P2K3 PT. TRH yang telah ditetapkan oleh Direksi PT. 
TRHPeralatan personil 

25 5.1.1.c. 
 Catatan kecelakaan 
kerja 

M Selama 1 tahun terakhir terdapat  laporan catatan setiap 
kecelakaan kerja secara lengkap  oleh bagian personalia 
PT. TRH yang disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja 
Kabuapten Berau ; Selain itu terdapat upaya dari 
manajemen PT. TRH melakui P2K3 untuk menekan 
tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 dan 
memberikan perlengkapan keamanan kerja (APD berupa 
helm dan sepatu safety) kepada karyawan/tenaga kerja di 
lapangan, serta himbauan untuk selalu waspada dalam 
bekerja di lapangan. 

 
Kriteria 5.2.    :    Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 
Indikator 5.2.1.   :   Kebebasan berserikat bagi pekerja 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

26 5.2.1.  
Ada serikat pekerja 
atau kebijakan 
perusahaan yang 
membolehkan untuk 
membentuk atau 
terlibat dalam 
kegiatan serikat 
pekerja 

M Terdapat federasi serikat pekerja perkayuan dan 
perhutanan Indonesia  di PT. TRH sesuai dengan SK. 

DPC F-SP Kahut  Nomor : SK-001/ORG/DPC SP 

KAHUT/II/2015 tanggal 28 Febrauari 2015 tentang 
Pengesahan Komposisi dan Personalia PUK Federasi 

SP KAHUT - KSPSI PT. TRH Site Gunung Tabur 

Masa Bakti Tahun 2015 - 2017   
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Indikator 5.2.2.   :   Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). 

 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

27 5.2.2.  
Ketersediaan 
Dokumen KKB atau 
PP 

M PT. TRH telah memiliki dokumen PKB yang mengatur 

hak-hak tenaga kerja dan statusnya sudah terdaftar 

dan disetujui oleh instansi berwenang (Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Berau) dan masih berlaku hingga 31 

Desember 2017. 

 
 

Indikator 5.2.3.   :   Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur 

 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

28 5.2.3. 
Tidak ada pekerja 
yang masih di 
bawah umur 

M Sesuai dengan daftar tenaga kerja maka diketahui 
bahwa operasional oleh PT. TRH juga melibatkan 

tenaga kerja dari mitra (kontraktor). 

Jumlah karyawan PT. TRH di lapangan  yaitu 191 
orang, sedang jumlah tenaga kerja dari 3 (tiga) 

kontraktor yaitu 169 orang.  

Dari daftar karyawan PT. TRH dan tenaga kerja 
kontraktor, maka diketahui terdapat tenaga kerja 

yang paling muda  yaitu Adi Rifa Maringga  yang 

lahir di Kediri tanggal 28 Januari1996 sebagai Helper 
Traktor di CV. Berau Cahaya Sejati sejak tanggal 20 

Februari 2016 atau berumur 19 tahun. 
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Keputusan Direktur Utama LPPHPL PT. Trustindo Prima Karya

Nomor: 0 1 0/0 1 9-l DN/Penilikan 2lTRHNll2Ol 6

TENTANG

KELANJUTAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)

PTTANJUNG REDEB HUTANI

Direktur Utama Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(LPPHPL) PT. Trustindo
Prima Karya,

Menimbang a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengambil Keputusan Nomor:
003/PKPHPUP2-TRH|2016 tanggal 9 Juni 2016, Penllikan Ke-2
PHPL pada IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani di Kabupaten
Berau Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan LULUS dengan predikat

BAIK (tetap) dan S-PHPL PT Tanjung Redeb Hutani dapat
DIPERTAHANKAN/D! LANJUTKAN.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Utama PT. Trustindo
Prima Karya tentang Kelanjutan S-PHPL kepada PT Tanjung Redeb

Hutani.

MEMUTUSI(AN:

Sertifikat Pengelolaan Hutian Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HT
PT Tanjung Redeb Hutani Nomor: 007.PHPL.019-1DN.06.14 dapat
DIPERTAHANKAN/DII-ANJUTKAN sesuai dengan predikat, masa

berlaku dan lingkup sertifikasinya

Penilikan Ke-3 atas kepemilikan S-PHPL ini, dilaksanakan selambat-

lambatnya 12 (du'a betas) bulan sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Keputusan inl berlaku sejak tanggat ditetapkan.

TrusUndo on

lr. Kumia
Direktur Utama

Menetiapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

l(rnbrPalry.mn EotDr
Il. Wuaya (usuma Reya No. 9!,, Taman Yaenln Sektor 2 BT O4l09
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